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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
 

 
Isu good corporate governance merupakan salah satu istilah 

yang populer pada dekade ini. Tak hanya populer, istilah 

tersebut juga ditempatkan pada posisi terhormat. Pertama, 
good corporate governance merupakan salah satu kunci sukses 

perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka 

panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. 

Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang 
diyakini muncul karena kegagalan penerapan good corporate 

governance (Daniri dan Simatupang., 2009).  

Perhatian terhadap corporate governance terutama 
juga dipicu oleh skandal spektakuler seperti, Enron, Worldcom, 

Tyco, London dan Commonwealth, Poly Peck, Maxwell, dan 

lain-lain. Keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut 

dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktek curang 

dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi 

dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan 
yang independent oleh corporate boards. 

Secara khusus di Asia, adanya krisis finansial di berbagai 

negara di tahun 1997-1998 yang diawali krisis di Thailand 

(1997), Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia, Hongkong dan 

Singapura yang akhirnya berubah menjadi krisis finansial Asia 
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dipandang sebagai akibat lemahnya praktik good corporate 

governance di negara-negara Asia (Arifin, 2005). Lemahnya 

praktik good corporate governance pada negara-negara di Asia 

ini disebabkan oleh adanya kondisi-kondisi obyektif yang relatif 
sarna di negara-negara tersebut, antara lain adanya hubungan 

yang erat antara pemerintah dan pelaku bisnis, konglomerasi 

dan monopoli, proteksi, dan intervensi pasar sehingga 
membuat negara-negara tersebut tidak siap memasuki era 

globalisasi dan pasar bebas (Tjager, dkk. 2003). 

Good corporate governance secara definitif merupakan 
sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang 

menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua 

stakeholder (Sulistiyanto dan Wibisono, 2008). Ada dua hal 
yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak 

pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar 

dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk 

melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat 
waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja 

perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Kegagalan beberapa 

perusahaan dan timbulnya kasus malpraktik keuangan akibat 
krisis tersebut merupakan dampak buruknya penerapan praktik 

corporate governance.  

Good corporate governance akhirnya menjadi isu 
penting, terutama di Indonesia yang merasakan paling parah 

akibat krisis tersebut. Banyaknya kasus pelanggaran yang 

dilakukan oleh perusahaan emiten di pasar modal yang 

ditangani Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) 
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menunjukkan rendahnya mutu praktik good corporate 

governance di Indonesia.  

Misalnya pada tahun 2001 adanya dugaan insider 

trading atas saham PT Bank Central Asia (BCA) yang diduga hal 
ini berhubungan dengan adanya pihak manajemen yang 

mengetahui serta memanfaatkan momentum penjualan saham 

kepada investor strategis untuk memperoleh keuntungan 
dengan memanipulasi informasi (Arifin, 2005).  

Praktik perdagangan dengan menggunakan hak akses 

informasi oleh orang dalam (inside information) ini merupakan 
bentuk pelanggaran terhadap salah satu prinsip good corporate 

governance, yaitu kewajaran (fairness).  

Ataupun terungkapnya kasus mark-up laporan 
keuangan PT. Kimia Farma yang overstated, yaitu adanya 

penggelembungan laba bersih tahunan senilai Rp 32,668 miliar 

(karena laporan keuangan yang seharusnya Rp 99,594 miliar 

ditulis Rp 132 miliar), sehingga terjadi pelanggaran terhadap 
prinsip pengungkapan yang akurat (accurate disclosure) dan 

transparansi (transparency) yang akibatnya sangat merugikan 

para investor, karena laba yang overstated ini telah dijadikan 
dasar transaksi oleh para investor untuk berbisnis (Arifin, 2005).  

Kasus ini memperlihatkan bagaimana lemahnya sistem 

good corporate governance yang mengakibatkan kualitas 
laporan keuangan perusahaan menjadi buruk. 

Dalam rangka penerapan good corporate governance, 

Walsh dan Seward (1990) menyatakan bahwa terdapat dua 

mekanisme untuk membantu menyamakan perbedaan 
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kepentingan antara pemegang saham dan manajer, yaitu (1) 

mekanisme pengendalian internal perusahaan, dan (2) 

mekanisme pengendalian eksternal berdasarkan pasar.  

Mekanisme pengendalian internal adalah pengendalian 
perusahaan yang dilakukan dengan membuat seperangkat 

aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang 

berupa keuntungan, return maupun risiko-risiko yang disetujui 
oleh prinsipal dan agen. Sedangkan mekanisme pengendalian 

eksternal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh 

pasar. 
Salah satu pilihan mekanisme pengendalian internal 

untuk menyamakan kepentingan pemegang saham dan 

manajer adalah kontrak insentif jangka panjang (Walsh dan 
Seward, 1990; Jensen, 1993). Kontrak jangka panjang ini 

dilakukan dengan memberikan insentif pada manajer apabila 

nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham 

meningkat, salah satunya dengan cara memberi kepemilikan 
saham kepada manajer (Jensen dan Meckling, 1976; Fama, 

1980). Dengan demikian, manajer akan termotivasi untuk 

meningkatkan nilai perusahaan atau meningkatkan 
kemakmuran pemegang saham karena hal tersebut juga akan 

meningkatkan kekayaan manajer sendiri.  

Menurut teori pasar untuk pengendalian perusahaan 
(market for corporate control), pada saat diketahui bahwa 

manajemen berperilaku menguntungkan diri sendiri, kinerja 

perusahaan akan menurun yang direfleksikan oleh nilai saham 

perusahaan. Pada kondisi tersebut, kelompok menajer lain 
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akan menggantikan manajer yang sedang memegang jabatan. 

Dengan demikian bekerjanya market for corporate control bisa 

menghambat tindakan menguntungkan diri manajer sendiri 

(Jensen dan Meckling, 1976). 
Mekanisme pengendalian lain yang secara luas 

digunakan dan diharapkan dapat menyelaraskan tujuan 

prinsipal dan agen adalah mekanisme melalui pelaporan 
keuangan. Melalui laporan keuangan yang merupakan 

tanggungjawab manajer, pemilik dapat mengukur, menilai, 

sekaligus dapat mengawasi kinerja manajer untuk mengetahui 
sejauh mana menajer telah bertindak untuk meningkatkan 

kesejahteraan pemilik.  

Selain itu pemilik dapat memberikan kompensasi 
kepada manajer berdasarkan laporan keuangan. Laporan 

keuangan yang dibuat dengan berdasarkan angka-angka 

akuntansi diharapkan berperan besar dalam meminimalkan 

konflik antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam 
perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976; Watts dan Zimerman, 

1986). 

Dalam mengkomunikasikan informasi internal kepada 
pihak luar, perusahaan mengeluarkan laporan keuangan 

tahunan. Seperti dinyatakan dalam kerangka konseptual 

Financial Accounting Standards Board (FASB) bahwa tujuan 
laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang 

berguna untuk keputusan bisnis. Laporan keuangan tersebut 

diharapkan dapat memberikan informasi kepada para investor 



  6 

 

dan kreditor dalam mengambil keputusan yang berkaitan 

dengan investasi dana mereka. 

Laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu 

sumber informasi yang penting. Menurut PSAK no 1, laporan 
keuangan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi 

tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 
dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta 

menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen 

atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan 
kepada mereka (IAI, 2015).  

Banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan 

keuangan sebuah perusahaan, sehingga laporan keuangan 
harus memiliki kualitas yang baik agar dapat berfungsi dan 

bermanfaat bagi pemakai dan pemangku kepentingan. 

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), 

laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan adalah neraca, 
laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas 

dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut 

pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan informasi yang 
menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.  
Perlu ditekankan lagi, laporan keuangan ini dibuat untuk 

mengkomunikasikan informasi internal perusahaan kepada 

pihak-pihak eksternal perusahaan yang menjadi pemangku 

kepentingan perusahaan. Untuk itulah harus dipahami bahwa 



  7 

 

laporan keuangan perusahaan lebih dari sekedar angka karena 

mengandung informasi yang berguna bagi para penggunanya. 

Pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan 

bertanggung jawab untuk mengambil sebuah keputusan dan 
kebijakan akuntansi yang akan dipakai untuk melakukan 

pengukuran, pengakuan, dan pelaporan, sehingga laporan 

keuangan memiliki kualitas yang baik, transparan, serta andal 
(Rezaee, 2004). Karena adanya tanggung jawab yang cukup 

besar tersebut, kualitas pelaporan akan banyak dipengaruhi 

oleh tujuan-tujuan dari pihak manajemen yang berkaitan 
dengan pencapaian perusahaan di masa datang (Iatridis, 2011). 

Kemampuan laporan keuangan untuk memberikan 

informasi yang berguna bagi pemakainya tidak terlepas dari 
permalasahan karakteristik kualitatif dari laporan keuangan itu 

sendiri, yaitu reliabilitas dan relevansi. Informasi yang dapat 

dikatakan andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, 

kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai 
penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan. 

Sebaliknya, informasi relevan adalah informasi yang dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan 
membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa 

kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil 

evaluasi mereka pada masa lalu (IAI, 2015). 
Pihak pemakai laporan keuangan terdiri atas dua 

kelompok, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak 

internal adalah manajemen perusahaan, sedangkan pihak 

eksternal adalah pihak-pihak yang menggunakan informasi 
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akuntansi di luar manajemen perusahaan seperti investor, 

kreditor, dan pemerintah. Selain pengguna internal dan 

eksternal informasi akuntansi, terdapat pihak auditor yang 

merupakan penjamin dari kualitas informasi akuntansi yang 
dihasilkan perusahaan. Untuk dapat mencapai kualitas relevan 

dan reliabel maka laporan keuangan perlu diaudit oleh auditor 

untuk memberikan jaminan kepada pemakai bahwa laporan 
keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan. 

Dalam konteks penerapan good corporate governance, 
laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan haruslah 

menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Laporan 

keuangan menjadi alat utama bagi perusahaan untuk 
menyampaikan informasi keuangan mengenai 

pertanggungjawaban pihak manajemen (Schipper dan Vincent, 

2003).  

Laporan ini diakui oleh investor, kreditur, supplier, 
organisasi buruh, bursa efek dan para analis keuangan sebagai 

sumber informasi penting mengenai keberadaan sumber daya 

ekonomi perusahaan yang diharapkan berguna untuk 
pengambilan keputusan. Dan informasi ini juga diharapkan 

menjadi pedoman untuk pemegang saham dan investor 

potensial untuk menentukan kepentingan investasi mereka 
terhadap saham emiten.  

Penyampaian informasi melalui laporan keuangan 

tersebut perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

pemangku kepentingan perusahaan, baik eksternal maupun 
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internal yang kurang memiliki wewenang untuk memperoleh 

informasi yang mereka butuhkan dari sumber langsung 

perusahaan.  

Akan tetapi, terdapat ketidak seimbangan dalam 
kepemilikan informasi antara pihak manajemen dan pihak 

eksternal, dimana ketidakseimbangan informasi ini terjadi 

karena ada pihak yang dapat memperoleh dan memanfaatkan 
informasi untuk kepentingannya sedangkan pihak lain tidak 

dapat memperoleh informasi yang sama (Scott, 2009).  

Hal inilah yang disebut dengan asimetri informasi 
(information asymmetry). Information asymmetry disebabkan 

karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara 

prinsipal dan agen. Ketergantungan pihak eksternal pada angka 
akuntansi, kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan 

sendiri dan tingkat asimetri informasi yang tinggi, 

menyebabkan keinginan besar bagi manajer untuk 

memanipulasi kerja yang dilaporkan untuk kepentingan diri 
sendiri (Arifin, 2005).  

Arifin (2005) selanjutnya menyatakan bahwa dengan 

adanya hal tersebut, dalam praktik pelaporan keuangan sering 
menimbulkan ketidak transparanan yang dapat menimbulkan 

konflik antara prinsipal dan agen. Akibat adanya perilaku 

manajemen yang tidak transparan dalam penyajian informasi 
ini akan menjadi penghalang adanya praktik good corporate 

governance pada perusahaan-perusahaan karena salah satu 

prinsip dasar dari good corporate governance adalah 

Transparency (keterbukaan).  
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Adanya asimetri informasi antara manajemen dan pihak 

luar pengguna laporan keuangan memberi kesempatan dan 

mendorong manajemen bersikap oportunis dengan 

memperbaiki profil laba akuntansi (Richardson, 1998; 
Chambers, 1999). Sikap oportunis inilah yang dikenal dengan 

praktek earnings management (manajemen laba). Lebih jauh 

lagi, manajemen laba merupakan kondisi dimana pihak 
manajemen ternyata tidak berhasil mencapai target laba yang 

ditentukan, maka manajemen akan memanfaatkan fleksibilitas 

yang diperbolehkan oleh standar akuntansi dalam menyusun 
laporan keuangan untuk memodifikasi laba yang dilaporkan. 

Manajemen termotivasi untuk memperlihatkan kinerja yang 

baik dalam menghasilkan nilai atau keuntungan maksimal bagi 
perusahaan sehingga manajemen cenderung memilih dan 

menerapkan metoda akuntansi yang dapat memberikan 

informasi laba lebih baik. 

Healy dan Wahlen (1999) menyatakan bahwa 
manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan 

pertimbangan dalam pelaporan keuangan dan membentuk 

transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan 
untuk memanipulasi besaran laba kepada stakeholders tentang 

kinerja ekonomi yang mendasari perusahaan atau untuk 

mempengaruhi hasil perjanjian yang tergantung pada angka-
angka akuntansi yang dilaporkan. Manajer cendrung lebih 

melakukan manajemen laba dengan mengendalikan transaksi 

akrual, yaitu transaksi yang tidak mempengaruhi aliran kas 

(Friedlan, 1994). 
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Earnings management ini tidaklah sejalan dengan 

semangat good corporate governance, karena rekayasa 

keuangan mengakibatkan informasi yang disampaikan menjadi 

tidak akurat dan tidak menggambarkan nilai fundamental 
perusahaan. Sikap oportunis ini dinilai sebagai sikap curang 

(fraud) manajemen yang diimplikasikan dalam laporan 

keuangannya pada saat menghadapi intertemporal choice 
(Beneish, 2001). Dengan demikian, manajemen laba adalah 

campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal 

dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Manajemen 
laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi 

kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias 

dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai 
laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa 

tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati dan 

Na’im, 2000).   

Skandal keuangan yang terjadi pada perusahaan raksasa 
dunia seperti Enron dan Worldcom memperlihatkan bahwa 

earnings management yang menuju pada kecurangan 

akuntansi merupakan kegagalan laporan keuangan untuk 
memenuhi kebutuhan informasi para pengguna laporan. 

Earnings management tidak sejalan dengan semangat good 

corporate governance  yang menekankan pentingnya 
keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi informasi yang 

akurat dan menggambarkan nilai fundamental perusahaan. 

Adanya praktik seperti ini, kualitas laporan keuangan menjadi 

tidak baik, sehingga informasi akuntansi yang ada dalam 
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laporan keuangan ini tidak bisa menjadi dasar dalam 

pengambilan keputusan pemakai laporan keuangan.  

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan 

demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau 
monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas 

manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada 

kerangka peraturan. Penerapan Good Corporate Governance 
juga membuat pengelolaan perusahaan menjadi lebih fokus 

dan lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan 

pengawasannya. Ada lima prinsip utama yang diperlukan dalam 
konsep good corporate governance yaitu tranparansi, 

akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan 

kewajaran/kesetaraan. Kelima prinsip good corporate 
governance ini penting karena terbukti dapat meningkatkan 

kualitas laporan keuangan dan performa perusahaan secara 

keseluruhan. Konsep corporate governance diajukan demi 

tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi 
semua pengguna laporan keuangan. 

Oleh karena itu, dalam buku ini akan dibahas bagaimana 

penerapan good coporate governance untuk meningkatkan 
kualitas laporan keuangan. Dengan penerapan asas-asas good 

corporate governance yang terdiri atas:  transparansi 

(transparency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas 
(responsibility), independensi (independency) serta kewajaran 

dan kesetaraan (fairness), kualitas laporan keuangan 

perusahaan dapat menjadi lebih baik. Peningkatan kualitas 

laporan keuangan dalam hal ini berarti laporan keuangan yang 
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dihasilkan perusahaan dapat berguna bagi proses pengambilan 

keputusan pemakainya. Hal ini memberi makna bahwa 

informasi akuntansi yang dihasilkan dalam laporan keuangan 

mengandung karakteristik kualitatif relevan dan reliabel. 
Selanjutnya, peningkatan kualitas laporan keuangan juga 

berarti minimalisasi praktek manajemen laba yang dilakukan 

oleh perusahaan. Dengan demikian, laporan keuangan yang 
dihasilkan perusahaan benar-benar memberi manfaat bagi 

pemakai laporan tersebut. 
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BAB II 

KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

 
 
 
2.1 Definisi Good Corporate Governance 

Corporate governance timbul karena kepentingan perusahaan 
untuk memastikan kepada pihak penyandang dana 

(principal/investor) bahwa dana yang ditanamkan digunakan 

secara tepat dan efisien. Selain itu dengan corporate 
governance, perusahaan memberikan kepastian bahwa 

manajemen (agent) bertindak yang terbaik demi kepentingan 

perusahaan. Secara umum, corporate governance dapat 

memberikan perlindungan terhadap kepentingan semua pihak 
yang berkaitan dengan perusahaan (Syed dan Safdar, 2009) 

Istilah Corporate Governance (CG) pertama kali diperkenalkan 

oleh Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporannya yang 
dikenal sebagai Cadbury Report (Tjager, dkk. 2003). Dalam 

terjemahan bebas, good corporate governance adalah tata 

kelola perusahaan dengan baik. Akan tetapi, sebagai suatu 
konsep, good corporate governance ternyata tak memiliki 

definisi tunggal. Ball (1998) dalam Evans, dkk. (2002), 

mengartikan corporate governance sebagai seperangkat 

kesepakatan atau aturan institusi yang secara efektif mengatur 

pengambilan keputusan. Lebih jauh Shleifer dan Vishny (1997) 

mengemukakan bahwa corporate governance merupakan suatu 
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mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa 

supplier keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh 

pengembalian atau return dari kegiatan yang dijalankan oleh 

manajer, atau dengan kata lain bagaimana supplier keuangan 
perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer. 

Selanjutnya, menurut Komite Cadburry (1992), good 

corporate governance adalah prinsip yang mengarahkan dan 
mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan 

antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam 

memberikan pertanggungjawabannya kepada para 
shareholders pada khususnya, dan stakeholders pada 

umumnya. Sedangkan OECD (organisation for economic co-

operation and development) (2004) dan FCGI (Forum for 
corporate governance di Indonesia) (2001) mendefinisikan good 

corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang 

menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, 

pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemangku 
kepentingan lainnya sehubungan dengan hak-hak dan 

kewajiban mereka. Atau dengan kata lain sistem yang 

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.  
Definisi Corporate Governance sesuai dengan Surat 

Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 

31 Juli 2002 tentang penerapan praktik good corporate 
governance pada BUMN adalah: “Suatu proses dan struktur 

yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan 

keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna 

mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang 
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dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, 

berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”. 

Definisi ini menekankan pada keberhasilan usaha dengan 

memperhatikan akuntabilitas yang berlandaskan pada 
peraturan perundangan dan nilai-nilai etika serta 

memperhatikan stakeholders yang tujuan jangka panjangnya 

adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang 
saham.  

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

good corporate governance merupakan suatu sistem, proses, 
struktur, dan mekanisme yang mengatur pola hubungan 

harmonis antara perusahaan dan pemangku kepentingannya 

untuk mencapai kinerja perusahaan semaksimal mungkin 
dengan cara-cara yang tidak merugikan pemangku 

kepentingannya. Good corporate governance merupakan upaya 

yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai 
dengan hak dan kewajibannya masing-masing.  

 

2.2. Latar Belakang Munculnya Good Corporate Governance 
Secara umum, munculnya good corporate governance 

dilatarbelakangi oleh dua alasan utama, yakni alasan akademis 

dan alasan praktis (Haryono, 2014). Dari latar belakang 
akademis, kebutuhan akan good corporate governance ini 

timbul dari teori-teori yang dikemukakan oleh berbagai pakar. 

Sedangkan, ditinjau dari perspektif praktis, kebutuhan akan 

good corporate governance muncul tatkala perusahaan-
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perusahaan besar di Amerika Serikat, diantaranya Enron dan 

Worldcom dan auditor besar Arthur Andersen, berguguran 

akibat tata kelola manajemen yang buruk. 

Dari latar belakang akademis, terdapat dua teori utama 
yang terkait dengan good corporate governance, yaitu 

stewardship theory dan agency theory (Chinn, 2000; Shaw, 

2003). Stewardship theory melihat manajemen sebagai dapat 
dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi 

kepentingan publik maupun stakeholder berdasarkan asumsi 

bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu 
bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas 

dan kejujuran terhadap pihak lain. Sedangkan agency theory 

memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai ‘agents’ 
bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh 

kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak 

yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham 

sebagaimana diasumsikan dalam stewardship model. 
Bertentangan dengan stewardship theory, agency theory 

memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk 

bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada 
umumnya maupun shareholders pada khususnya. 

Dalam perkembangan selanjutnya, agency theory 

mendapat respons lebih luas karena dipandang lebih 
mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran 

mengenai corporate governance berkembang dengan 

bertumpu pada agency theory di mana pengelolaan dilakukan 

dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan 
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ketentuan yang berlaku (Kaihatu, 2006). Upaya ini 

menimbulkan apa yang disebut sebagai agency costs (biaya 

keagenan).  

Bringham dan Daves (2004) menyatakan bahwa, biaya 
keagenan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemegang 

saham sebagai upaya mendorong direksi agar dapat bekerja 

memaksimalkan harga saham bukannya bekerja sebagai 
kepentingan mereka sendiri. Selanjutnya, menurut McKnight 

dan Weir (2009) biaya keagenan disebabkan oleh kepentingan 

pemilik dan manajer yang tidak sejalan sebagai akibat 
pemisahan antara pemilik dan pengelola. Perbedaan 

kepentingan yang terjadi memicu manajer untuk bertindak 

opurtunistik. Para manajer terdorong untuk mengambil alih 
sumber daya bisnis, yang kalau tidak dilakukan, akan 

memberikan pengembalian (return) kepada pemilik (Miller dan 

Breton, 2006). 

Dalam teori keagenan, corporate governance 
dibutuhkan karena adanya hubungan antara principal (pemilik 

modal/shareholders) dan agent (manajemen) dan konflik yang 

muncul dari hubungan kedua pihak tersebut. Dalam teori 
keagenan, corporate governance timbul karena kepentingan 

perusahaan untuk memastikan kepada pihak penyandang dana 

(principal/investor) bahwa dana yang ditanamkan digunakan 
secara tepat dan efisien. Selain itu dengan corporate 

governance, perusahaan memberikan kepastian bahwa 

manajemen (agent) bertindak yang terbaik demi kepentingan 

perusahaan.  
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Penerapan konsep corporate governance diharapkan 

memberikan kepercayaan terhadap agen (manajemen) dalam 

mengelola kekayaan pemilik (investor), dan pemilik menjadi 

lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan suatu 
kecurangan untuk kesejahteraan agen. Masalah keagenan yang 

muncul antara principal dan agent mendorong penerapan good 

corporate governance yang diharapkan dapat meminimalkan 
potensi kecurangan (Kamyarta, 2007). Penjelasan lebih lanjut 

mengenai teori keagenan dan dalam hubungannya dengan 

good corporate governance akan disajikan pada bab berikut.  
Selanjutnya dari sisi praktis, urgensi akan good 

corporate adalah akibat skandal finansial yang melibatkan 

perusahaan raksasa dunia. Kebangkrutan Enron Inc. merupakan 
salah satu contoh nyata pengelolaan perusahaan yang bobrok. 

Enron adalah perusahaan raksasa energi yang pada tahun 2000 

mencatat omset bisnis sebesar sekitar US$ 100 miliar, nilai yang 

kurang lebih sama dengan total pendapatan kotor negeri 
sebesar Indonesia pada tahun yang sama. Akan tetapi, pada 

kenyataannya perusahaan tersebut telah memanipulasi laporan 

keuangan mereka selama 4 tahun berturut-turut untuk 
mendapatkan performance yang sehat. Manajemen Enron 

rupanya melakukan pembohongan publik. Dengan 

bersekongkol bersama akuntan publiknya, Arthur Andersen, 
Enron berhasil mengecoh publik dengan membuat laporan 

yang direkayasa. Akibat dari kasus ini, Enron dinyatakan pailit 

dan bangkrut dengan kerugian ratusan triliun. 
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Skandal finansial yang terjadi pada perusahaan besar 

seperti Enron, mendorong munculnya good corporate 

governance. Dengan adanya good corporate governance 

diharapkan tidak akan timbul lagi kasus-kasus serupa yang 
merugikan investor.  

Dari perspektif yang lain, penerapan good corporate 

governance (GCG) dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan 
peraturan. Dorongan dari etika (ethical driven) datang dari 

kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan 

praktik bisnis yang mengutaman kelangsungan hidup 
perusahaan, kepentingan stakeholders, dan menghindari cara-

cara menciptakan keuntungan sesaat. Di sisi lain, dorongan dari 

peraturan (regulatory driven) “memaksa” perusahaan untuk 
patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Good Corporate Governance di Indonesia sendiri mulai 

dikenal pada akhir tahun 1990an, saat krisis ekonomi melanda. 

Corporate governance yang buruk disinyalir sebagai salah satu 
alasan terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia yang efeknya 

masih terasa hingga saat ini. Oleh karena itu, pemerintah 

melalui Kementerian Negara BUMN mulai memperkenalkan 
konsep Good Corporate Governance ini di lingkungan BUMN, 

Melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-

MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek 
Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, 

menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan Good 

Corporate Governance secara konsisten dan atau menjadikan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagai landasan 
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operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk 

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas 

perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam 

jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan 
stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-

undangan dan nilai-nilai etika. Kemudian pada tahun 2006 

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengeluarkan 
dan menyempurnakan Pedoman Good Corporate Governance.  

 

2.3. Prinsip Good Corporate Governance 
Pada dasarnya, esensi dari corporate governance adalah 

peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau 

pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas 
manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, 

berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku 

(Kaihatu, 2006). Oleh karena itu, tujuan good corporate 

governance adalah untuk menciptakaan nilai tambah bagi 
semua pihak yang berkepentingan (Arifin, 2005). Pihak-pihak 

tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, 

direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, 
kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak–pihak lain yang 

berkepentingan (stakeholders). Secara khusus, beberapa tujuan 

good corporate governance adalah: 
1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan 

suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada 

terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai 

dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang 
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elegan dalam menghadapi tantangan organisasi 

kedepan 

2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola 

dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan 
3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para 

shareholders dan stakeholders. 

 Dalam mewujudkan good corporate governance, 
diperlukan adanya dua aspek keseimbangan, yaitu 

keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan internal 

dilakukan dengan cara menyajikan informasi yang berguna 
dalam evaluasi kinerja, informasi tentang sumber daya yang 

dimiliki perusahaan, semua transaksi dan kejadian internal, dan 

informasi untuk keputusan manajemen internal. Sedangkan 
keseimbangan eksternal dilakukan dengan cara menyajikan 

informasi bisnis kepada para pemegang saham, kreditur, bank, 

dan organisasi lainnya yang berkepentingan.  

 Untuk mewujudkan dua aspek keseimbangan tersebut, 
terdapat beberapa prinsip dasar praktik good corporate 

governance. Berdasarkan Pedoman Umum Good Corporate 

Governance Indonesia, yang dikeluarkan oleh Komite Nasional 
Kebijakan Governance (KNKG, 2006), ada 5 asas good corporate 

governance. Kelima asas tersebut adalah transparansi, 

akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran 
dan kesetaraan, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1 Prinsip Good Corporate Governance 
 

 

a. Transparansi (Transparency) 

Prinsip dasar dalam asas transparansi adalah bahwa 
perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan 

relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh 

pemangku kepentingan dalam menjalankan bisnisnya. Lebih 
lanjut lagi, perusahaan harus mengambil inisiatif untuk 

mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh 

peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting 
untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur 

dan pemangku kepentingan lainnya. 

Dalam pedoman pelaksanaannya, asas transparansi 

berarti bahwa Perusahaan harus menyediakan informasi secara 

GCG 
Good Corporate 

Governance 
 

 Trasparansi 

Akuntabilitas 
Kewajaran & 
Kesetaraan 

Responsibilitas Independensi 
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tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat 

diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku 

kepentingan sesuai dengan haknya. Kemudian ditegaskan 

bahwa Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak 
terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi 

perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi 

pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham 
oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta 

anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan 

lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan 
pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta 

tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat 

mempengaruhi kondisi perusahaan. 
 

b. Akuntabilitas (Accountability) 

Dalam asas akuntabilitas, prinsip dasar penerapan good 

corporate governance mengandung makna bahwa Perusahaan 
harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola 

secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan 
perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan 

pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. 

Berdasarkan prinsip dasar ini, perusahaan harus 
menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing 

organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras 

dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan 

strategi perusahaan. Perusahaan juga harus meyakini bahwa 
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semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai 

kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan 

perannya dalam pelaksanaan GCG. Kemudian, perusahaan 

harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang 
efektif dalam pengelolaan perusahaan. Juga, perusahaan harus 

memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang 

konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki 
sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment 

system). Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus 
berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of 

conduct) yang telah disepakati. 

 
c. Responsibilitas (Responsibility) 

Prinsip dasar dalam asas responsibilitas adalah bahwa 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan 

serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan 
lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha 

dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good 

corporate citizen. Dalam pelaksanaanya, organ perusahaan 
harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran 

dasar dan peraturan perusahaan (by-laws). Juga, perusahaan 
harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain 

peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan 

terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan 

dan pelaksanaan yang memadai. 
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d. Independensi (Independency) 

Prinsip dasar untuk melancarkan pelaksanaan asas 

independensi, perusahaan harus dikelola secara independen 
sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

Pedoman pelaksanaan asas ini adalah bahwa masing-masing 
organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh 

pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, 

bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari 
segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan 

keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Kemudian, masing-

masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan 
tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan 

perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau 

melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. 

 
e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 

Prinsip dasar berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan 

bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus 
senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan 

pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran 

dan kesetaraan. Dalam pelaksanaan prinsip ini, Perusahaan 
harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan 

untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi 

kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap 

informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup 
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kedudukan masing-masing. Juga, perusahaan harus 

memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada 

pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi 

yang diberikan kepada perusahaan. 
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BAB III 

INFORMASI AKUNTANSI  

DALAM LAPORAN KEUANGAN 

 

 
 

Belkaoui (2001) mendefinisikan informasi akuntansi sebagai 

informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang bermanfaat 
untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan 

pilihan-pilihan diantara alternatif-alternatif tindakan. Informasi 

akuntansi pada dasarnya bersifat keuangan dan terutama 

digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan, pengawasan 
dan implementasi keputusan. Agar data keuangan dapat 

dimanfaatkan dengan baik oleh pihak internal maupun 

eksternal perusahaan, maka data tersebut harus disusun dalam 
bentuk-bentuk yang sesuai.  

Informasi akuntansi dapat digolongkan menjadi tiga 

jenis, yaitu informasi operasi, informasi, akuntansi manajemen, 

dan informasi akuntansi keuangan (Anthony dan Reece, 1989). 

Informasi operasi menyediakan data mentah bagi informasi 

akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen. 
Sebagai contoh, informasi operasi yang terdapat pada 

perusahaan manufaktur antara lain: informasi produksi, 

informasi pembelian dan pemakaian bahan baku, informasi 

penggajian, dan informasi penjualan. 
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Sedangkan informasi akuntansi manajemen adalah  

informasi akuntansi yang khusus ditujukan untuk kepentingan 

manajemen (Anthony dan Reece, 1989). Informasi ini 

digunakan dalam tiga fungsi manajemen, yaitu fungsi 
perencanaan, fungsi implementasi dan fungsi pengendalian. 

Informasi akuntansi manajemen ini dihasilkan oleh sistem 

pengolahan informasi keuangan yang disebut akuntansi 
manajemen (Hansen dan Mowen, 2005). Informasi akuntansi 

manajemen ini disajikan kepada manajemen perusahaan dalam 

berbagai laporan, seperti anggaran, laporan penjualan, laporan 
biaya produksi, laporan biaya menurut pusat 

pertanggungjawaban, dan laporan biaya menurut aktivitas. 

Informasi akuntansi keuangan digunakan baik oleh 
manajer maupun pihak eksternal perusahaan, dengan tujuan 

untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja serta perubahan keuangan suatu perusahaan 

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 
pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2015). Informasi 

akuntansi keuangan untuk pihak luar disajikan dalam laporan 

keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan 
arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan 

keuangan.  

Pihak luar yang menggunakan laporan keuangan 
meliputi pemegang saham, kreditur, badan atau lembaga 

pemerintah, dan masyarakat umum dimana masing-masing 

pihak tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda. 
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Informasi ini disajikan dan disusun berdasarkan aturan dasar 

yang dinamakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 

Berkaitan dengan jenis informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan, terdapat dua jenis sifat informasi yang 
diungkapkan. Menurut Penmann (1988), 2 jenis sifat informasi 

yang diungkapkan dalam laporan keuangan ini adalah 

mandatory disclosure dan voluntary disclosure. Informasi yang 
bersifat mandatory disclosure merupakan informasi yang harus 

diungkapkan dalam laporan keuangan karena memang 

diwajibkan oleh peraturan atau undang-undang. Sedangkan 
voluntary disclosure merupakan jenis informasi yang secara 

sukarela diungkapkan di dalam laporan keuangan yang 

bertujuan untuk menambah kegunaan informasi mengenai 
kekayaan dan hasil operasi suatu perusahaan kepada para 

pemakai laporan keuangannya. Informasi yang bersifat 

voluntary disclosure ini berperan untuk melengkapi informasi 

yang bersifat mandatory disclosure yang diharapkan dapat 
meningkatkan kegunaan informasi dalam laporan keuangan.  

Hanafi dan Halim (2003) menyatakan bahwa kualitas 

pelaporan keuangan dapat ditinjau dari karakteristik kualitatif 
laporan keuangan, yakni: 

1) bermanfaat untuk pengambilan keputusan,  

2) relevan (mempunyai nilai prediksi, nilai umpan balik, 
dan tepat waktu),  

3) reliabel (bisa didiversifikasi, netral, dan representatif),  

4) bisa diperbandingkan (termasuk konsistensi),  

5) manfaat lebih besar dibandingkan biaya material 
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Selanjutnya kualitas pelaporan juga digolongkan ke dalam 

dua kelompok atribut, yakni atribut-atribut yang berbasis pada 

akuntansi, dan atribut-atribut yang berbasis pada pasar. Atribut 

kualitas pelaporan keuangan yang berdasar akuntansi yaitu 
accrual quality, persistence, predictability, smoothness. 

Sedangkan atribut-atribut kualitas pelaporan keuangan 

berdasarkan pasar yaitu relevansi nilai, timelines, dan 
konservatisme (Francis, dkk. 2004). 

Laporan keuangan pada dasarnya bertujuan untuk 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 
kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan 

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan laporan keuangan 
yang ada dalam pernyataan SFAC No. 1 sebagai berikut (FASB, 

1980) sebagai berikut: 

First objective of financial statements is to 

provide information useful to investors for 
making rational investment etc. decisions, 

Second objective of financial statements is 

to provide information about amount, 
timing and uncertainty of prospective cash 

receipts. 

Disamping itu, pernyataan CICA handbooks seksi 1000 
sebagai berikut: 

The objective of financial statements is to 

communicate information to investors and 
other users in making decisions regarding 
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resource allocation and assessment of 

management stewardship 

Komite Trueblood yang dibentuk oleh AICPA pada bulan 

April tahun 1971 (Wolk et. al, 2004)  mencatat sejumlah tujuan 
laporan keuangan, yaitu: 

1. Tujuan dasar laporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi yang berguna dalam 
pengambilan keputusan ekonomis. 

2. Tujuan laporan keuangan adalah memenuhi 

sebagian besar pengguna yang memiliki otoritas, 
kemampuan atau resources terbatas untuk 

mendapatkan informasi dan yang bergantung pada 

laporan keuangan sebagai sumebr informasi utama 
mengenai kegitan ekonomi perusahaan. 

3. Tujuan laporan keuangan adalah untuk 

menyediakan informasi yang berguna bagi investor 

dan kreditor dalam memprediksi, membandingkan 
dan mengevaluasi arus kas potensia dalam hal 

jumlah, waktu dan yang terkait dengan ketidak 

pastian. 
4. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 

penggunanya informasi untuk memprediksi, 

membandingkan dan mengevaluasi kekuatan 
earning perusahaan. 

5. Tujuan laporan keuangan adaah untuk mensupply 

informasi yang berguna dalam menilai kemampuan 

manajemen dalam menggunakan resource 
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perusahaan secara efektif dalam mencapai tujuan 

utama perusahaan. 

6. Tujuan laporan keuangan adalah untuk 

menyediakan informasi yang faktual dan interpretif 
mengenai transaksi dan even lainnya, yang berguna 

memprediksi, membandingkan dan mengevaluasi 

kekuatan earning perusahaan. Asumsi dasar yang 
berkaitan dengan hal-hal yang memerlukan 

intepretasi, evaluasi, prediksi, atau estimasi harus 

diungkapkan. 
7. Sebuah tujuan adalah untuk menyediakan laporan 

posisi keuangan yang berguna untuk memprediksi, 

membandingkan dan mengevaluasi kekuatan 
earning perusahaan. Laporan ini harus menyediakan 

informasi mengenai transaksi perusahaan dan 

kejadian lain  yang merupakan bagian earning cycle 

yang tidak lengkap. Nilai sekarang harus dilaporkan 
saat berbeda dengan nilai historis. Aset dan liabilitas 

dikelompokkan menurut ketidakpastian jumlah dan 

timing realisasi atau likuidasi. 
8. Tujuan adalah menyediakan laporan earnings 

periodic yang berguna untuk memprediksi, 

membandingkan dan mengevaluasi kekuatan 
earning perusahaan. Hasil bersih siklus earnings dan 

aktivitas perusahaan menghasilkan kemajuan 

penyelesaian siklus yang tidak lengkap harus 

dilaporkan. Perubahan dalam nilai pada laporan 
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berikutnya harus juga dilaporkan secara terpisah, 

karena berbeda dalam hal realisasi atau kepastian.  

9. Tujuan lainnya adalah menyediakan laporan 

kegiatan finansial yang berguna memprediksi, 
membandingkan dan mengevaluasi kekuatan 

earning perusahaan. Laporan ini harus melaporkan 

aspek factual dari transaksi perusahaan yang 
memiliki atau diharapkan memiliki konsekuensi kas 

yang signifikan. Laporan ini harus melaporkan data 

yang memerlukan judgement dan interpretasi yang 
minimal dari yang menyiapkan laporan keuangan 

tersebut.  

10. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk 
menyediakan informasi yang berguna dalam proses 

perdictive. Forecast finansial harus disediakan saat 

mereka akan meningkatkan reliabilitas dari prediksi 

pengguna. 
11. Tujuan laporan keuangan untuk pemerintah dan 

organisasi non profit adalah untuk menyediakan 

informasi yang berguna dalam mengevaluasi 
keefektifan manajemen sumberdaya dalam 

mencapai tujuan organisasi. Ukuran kinerja harus 

terkuantifikasikan dalam hal tujuan yang 
diidentifikasi. 

12. Tujuan laporan keuangan adalah untuk melaporkan 

kegiatan perusahaan yang mempengaruhi 

masyarakat yang dapat ditentukan dan 



  35 

 

dideskripsikan atau diukur dan yang penting baik 

peran perusahaan dalam lingkungan sosialnya. 

Dari beberapa tujuan laporan keuangan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa informasi akuntasi yang terdapat dalam 
laporan keuangan tersebut haruslah bermanfaat bagi  

pemakainya dalam membantu proses pengambilan keputusan 

pemakain laporan keuangan tersebut. Untuk itulah harus 
dipahami bahwa laporan keuangan perusahaan lebih dari 

sekedar angka karena mengandung informasi yang berguna 

bagi para penggunanya. Akan tetapi, kemampuan laporan 
keuangan untuk memberikan informasi yang berguna bagi 

investor tidak terlepas dari permalasahan karakteristik kualitatif 

dari laporan keuangan itu sendiri, yaitu reliabitas dan relevansi 
(Scott, 2009), seperti yang digambarkan pada gambar berikut. 

FASB dalam Statement of Financial Accounting Concept 

No.2, menyatakan bahwa relevansi dan reliabilitas adalah dua 

kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna 
untuk pembuatan keputusan. Informasi yang dapat dikatakan 

andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian 
yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan. 

Sebaliknya, informasi relevan adalah informasi yang 

dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan 
membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa 

kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil 

evaluasi mereka pada masa lalu (IAI, 2015).  
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Gambar 2 Accounting Information Qualities 
 (Sumber: diadaptasi dari Scott (2009) 

 

 

Menurut Kieso dan Weygandt (1995), informasi 
akuntansi dapat dikatakan relevan jika mempunyai nilai 

prediktif dan nilai umpan balik. Sebaliknya, informasi akuntansi 

dapat dikatakan andal (reliable) jika memenuhi tiga 
karakteristik utama, yaitu jujur dalam penyajian, dapat diuji, 

dan netral. 

Informasi akuntansi dikatakan mempunyai nilai prediktif 
berarti bahwa Informasi dapat memberi pengaruh pada satu 

keputusan dengan menambah atau memperbaiki kemampuan 

pembuat keputusan untuk memprediksi.  
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Sebagai contoh, jika dilaporkan laba per lembar saham 

akan membantu memprediksi bagi pemberi pinjaman yang ada, 

dan juga laba per lembar saham memiliki nilai prediksi bagi 

seorang pegawai bank untuk satu pinjaman bank. Sedangkan, 
informasi akuntansi yang mempunyai nilai umpan balik adalah 

jika informasi dapat mempengaruhi satu keputusan untuk tetap 

melakukan atau memperbaiki harapan pembuat keputusan 
sebelumnya.   

Sebagai contoh, Jika dilaporakan laba per lembar saham 

yang dikonfirmasikan pada harapan para pemegang saham 
tentang kemampuan perusahaan memperoleh laba perlembar 

saham atau menyebabkan pemegang saham merubah 

harapannya, tentunya laba per lembar saham telah 
memberikan nilai umpan balik kepada pemegang saham.  

Sering informasi memberikan keduanya sekaligus, sebab 

pengetahuan tentang hasil dari suatu tindakan yang baru 

diperoleh secara umum akan memperbaiki kemampuan 
pembuat keputusan untuk memprediksi hasil seperti itu dimasa 

akan datang. Sebagai contoh, kesimpulan yang menyatakan 

perbaikan perolehan arus kas bersih setelah dilakukan akuisisi 
satu anak perusahaan, mungkin akan membantu para 

pemegang saham memprediksi arus kas bersih sebagai akibat 

akuisisi dimasa akan datang. Nilai predisi dan nilai umpan balik 
sesuai dengan objektivitas laporan keuangan kedua yang 

menyajikan informasi membantu para pengguna memprediksi 

dan menentukan arus kas yang akan diperoleh. 
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Berkaitan dengan aspek reliabilitas, informasi akuntansi 

yang dihasilkan dalam laporan keuangan harus merupakan 

ungkapan yang jujur. Hal ini berarti bahwa  terdapat kesesuaian 

antara satu ukuran keuangan atau penjelasan dan fenomena 
aktivitas ekonomi yang diukur atau dijelaskan. Untuk dikatakan 

reliable, informasi akuntansi juga harus dapat diuji untuk 

meningkatkan jaminan bahwa pengukuran-pengukuran 
akuntansi menyatakan apa yang terukur pada saat itu. 

Selanjutnya masih dalam hubungannya dengan reliabilitas, 

untuk dikatakan netral, informasi akuntansi tidak memihak 
yang memberikan dampak pada perilaku para pengguna 

informasi. Oleh karena informasi akuntansi memberi pengaruh 

terhadap lingkungannya, maka dipandang penting bahwa 
informasi akuntansi harus bersifat netral atau tidak bias. 

Kemudian, informasi akuntansi yang reliable juga berarti bahwa 

seorang pengguna dapat menggantungkan atau memiliki 

keyakinan pada informasi yang dilaporkan. 
Scott (2009) mengemukakan bahwa laporan keuangan 

yang reliable berarti bahwa informasi yang terdapat 

didalamnya menginformasikan apa yang benar-benar ingin 
disampaikan tanpa bias. Menurut Scott (2009) reliabilitas itu 

memiliki 3 dimensi yaitu representational faithfulness, freedom 

from bias dan verifiability.  
Representational faithfulness bermakna bahwa 

accounting valuation atau penjelasan suatu item dalam laporan 

keuangan harus berhubungan dengan item sebenarnya yang 

diwakili. Misalnya, adanya kesalahan dalam estimasi pada 



  39 

 

laporan keuangan. Contoh lainnya adalah seperti yang terjadi 

pada kasus Enron dimana pada valuasi long term debt beberapa 

utang tersebut merupakan item off-balance sheet.  

Freedom from bias adalah bahwa informasi yang 
dihasilkan dalam laporan keuangan haruslah bebas dari 

manipulasi. Jika accounting valuation dalam laporan keuangan 

sudah dimanipulasi sesuai dengan kepentingan manajemen, 
maka informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan 

tersebut tidaklah memenuhi dimensi freedom from bias.  

Kemudian dimensi verifiability berarti bahwa akuntan 
dan auditor yang berbeda akan menghasilkan nilai yang sama. 

Jadi metode yang digunakan dalam penyiapan laporan 

keuangan oleh satu akuntan, akan menghasilkan nilai yang 
sama pada akuntan yang lain. Statement of Financial 

Accounting Concept No. 2 menyatakan bahwa “verifiable 

financial accounting information provides results that would be 

substantially duplicated by independent measurers using the 
same measurement methods.” Dengan itu, verifikasi 

menekankan satu konsensus diantara para akuntan dalam 

pengukuran kejadian-kejadian ekonomi dan cara untuk 
melaporkannya. Sebagai contoh, jumlah kas dilaporkan dalam 

neraca memiliki daya uji yang tinggi. Nilai buku dari harta yang 

dapat disusutkan, tentu memiliki daya uji yang rendah 
disebabkan para akuntan dapat menggunakan metode yang 

berbeda dalam menetukan nilai perolehan, nilai sisa, taksiran 

umur pakai dari harta tersebut. Objektivitas sering digunakan 

sebagai satu sinonim dari verifiabilitas.  
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Bachtaruddin (2003) mengemukakan bahwa informasi 

akuntansi yang relevan berarti bahwa informasi akuntansi 

berkemampuan untuk membuat perbedaan didalam satu 

keputusan. Untuk menjadi relevan, informasi harus dapat 
memberi ketegasan atau memberi pengaruh perubahan atas 

harapan pembuat keputusan. Jika informasi memberi 

ketegasan atas harapan, berarti memberikan peningkatan 
kemungkinan hasil yang diharapkan. Jika memberi pengaruh 

perubahan atas harapan, berarti memberikan perobahan 

pemikiran atas kemungkinan perolehan penghasilan yang 
sebelumnya telah diharapkan. Dengan cara demikian, informasi 

yang relevan memberikan satu perbedaan bagi seorang 

pengambil keputusan yang tidak bersiap memperoleh informasi 
itu.  

Scott (2009) mengemukakan bahwa, informasi sebagai 

produk akuntansi, menyebabkan kompleksitas lingkungan 

akuntansi dan laporan keuangan. Kompleksitas tersebut 
dipengaruhi 2 hal: 

1. Tidak semua orang memiliki reaksi yang sama 

terhadap informasi. Ada investor yang bereaksi 
positif terhadap informasi karena informasi 

dianggap membantu dalam memprediksi kinerja 

perusahaan. Hasil studi empiris Ball and Brown 
(1968) memperlihatkan bahwa pada tahun-tahun 

perusahaan mengalami residual earnings positif 

akan cenderung juga memperlihatkan perubahan 

residual harga saham positif, yang berarti pada saat 
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informasi dalam laporan keuangan positif (residual 

earnings positif), investor akan bereaksi secara 

positif yang direfleksikan dengan perubahan residual 

harga saham positif.  
Selanjutnya, ada juga investor yang bereaksi kurang 

positif terhadap informasi karena informasi tidak 

bisa diandalkan atau karena informasi tersebut 
bersifat historis. Studi empiris Beaver dan Morse 

(1978) mengkonfirmasi hal ini. Penelitian ini 

menemukan bahwa saham-saham yang memiliki 
price-earnings ratio yang tinggi pada akhir tahun 

telah mengalami pertumbuhan earnings yang 

rendah pada tahun tersebut. Terlihat bahwa adanya 
anomali bahwa saham dengan price-earning yang 

tinggi mempunyai growth yang rendah. Hal ini 

berarti adanya reaksi kurang positif dari investor 

akan informasi earnings dalam laporan keuangan 
perusahaan. 

2. Informasi keuangan tidak hanya mempengaruhi 

keputusan individual, melainkan juga 
mempengaruhi pergerakan pasar, seperti pasar 

sekuritas dan pasar tenaga kerja. Hasil penelitian-

penelitian akuntansi pasar modal jelas 
memperlihatkan hubungan antara informasi yang 

terkandung dalam earnings dengan pergerakkan 

harga saham di pasar modal (Ball and Brown, 1968; 

Beaver, Clarke and Wright, 1979). Studi empiris oleh 
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Gupta dan Fields (2009) juga mengkonfirmasi bahwa 

informasi keuangan dalam hal ini pengumuman 

board resignation, dalam hal ini outside director 

resignations mengirim signal negatif terhadap 
market partisipan. 

Sebelumnya telah dipaparkan bahwa suatu informasi 

akuntansi dikatakan berguna apabila informasi tersebut relevan 
dan reliable. Namun, simpulan dari diskusi Reserve Recognition 

Accounting (RRA) menyatakan bahwa tidak mungkin 

menyiapkan laporan keuangan dengan tingkat reliabilitas dan 
relevansi secara penuh karena konsekuensinya akan terjadi 

trade-offs antara reliabilitas dengan revelansi (Scott, 2009; 

FASB, 1980).  
RRA merupakan metode akuntansi yang diaplikasikan pada 

perusahaan minyak dan gas, yang merupakan pengaplikasian 

present value accounting (Scott, 2009). Scott (2009) 

mengemukakan bahwa penggunaan metode RRA memang 
meningkatkan relevansi dalam laporan keuangan, karena dalam 

metode ini nilai aset didasarkan pada expected present values 

dari aset tersebut, yakni nilai proved reserves akan langsung 
meningkat pada saat terjadi peningkatan jumlah dan harga 

reserves tersebut.  

Jika dibandingkan dengan pengaplikasian historical cost 
accounting, perubahan harga dan jumlah tidak secara langsung 

akan meningkatkan nilai reserve, akan tetapi peningkatan ini 

nanti akan diakui pada saat adanya penjualan. Pengakuan 

peningkatan aset yang belum terealisasi, atau dengan kata lain 
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pengakuan revenue lebih cepat, akan meningkatkan relevansi, 

karena investor menerima informasi lebih awal mengenai 

future cash flow.  

Akan tetapi, pengakuan yang lebih awal ini, menurunkan 
reliabilitas, karena besarnya perubahan nilai aset ini 

berdasarkan estimasi dan masing-masing individu yang 

menyiapkan laporan keuangan memiliki asumsi yang berbeda 
mengenai jumlah dan waktu lifting dan penjualan minyak dan 

gas. Perlunya estimasi ini juga dapat menciptakan kesempatan 

bagi manajer untuk bias. Subjektivitas dalam estimasi kuantitas 
reservers diilustrasikan dengan kasus Royal Dutch/Shell, 

perusahaan besar dengan reputasi baik sejak dulu, harus 

kehilangan reputasi baik tersebut akibat proved reserves 
overstating sehingga pada bulan Januari 2004, perusahaan ini 

harus mengurangi proved reserves, yang berakibat pada 

turunya harga saham perusahaan tersebut (Scott, 2009).  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada 
perbedaan kepentingan dan pangaturan dari standard setter 

tentang karakteristik kualitatif yang harus dilaksanakan. Oleh 

karena hal ini, terjadilah trade-offs antara reliabitas dan 
relevansi dalam menyajikan data-data kuantitatif di laporan 

keuangan.  
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BAB IV 

PENDEKATAN DECISION USEFULNESS DALAM 

PELAPORAN KEUANGAN 

 

 
 

Secara umum, tujuan pembuatan laporan keuangan seperti 

yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah untuk membantu 
pemakainya dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena 

itu, agar dapat membantu proses pengambilan keputusan 

secara maksimal informasi akuntansi haruslah reliabel sekaligus 

relevan. Akan tetapi, laporan keuangan yang biasanya disiapkan 
oleh perusahaan pada umumnya merupakan pengaplikasian 

dari historical cost accounting dan bukan berdasarkan present 

value accounting. Sehingga laporan keuangan yang disusun 
oleh perusahaan tersebut kurang relevan. Oleh karena itu, 

perlu adanya pendekatan lain untuk mengatasi masalah 

tersebut, yaitu bagaimana laporan keungan lebih berguna bagi 

para penggunanya sebagai pemakai informasi laporan 

keuangan untuk pengambilan keputusan. 

 
4.1. Pendekatan Decision Usefulness 

Untuk mengatasi permasalahan trade-off relevansi dan 

reliabilitas, digunakanlah pendekatan decision usefulness. Scott 

(2009) mengemukakan bahwa dalam pendekatan decision 
usefulness memandang bahwa jika para akuntan tidak dapat 
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menyiapkan laporan keuangan yang secara teoritis benar, 

setidak-tidaknya akuntan harus mencoba untuk menyiapkan 

laporan keuangan yang bermanfaat.  

Kemudian, Chambers (1955) menyajikan suatu artikel 
yang menjadi titik tolak teori decision usefulness dalam 

akuntansi keuangan, yang menyatakan bahwa: 

Oleh karenanya, akibat yang wajar dari 
asumsi manajemen rasional adalah bahwa 

seharusnya ada sistem yang menyajikan 

suatu informasi; seperti sistem yang 
diperlukan baik untuk dasar pembuatan 

keputusan atau dasar untuk memperoleh 

kembali konsekuensi keputusan… Sistem 
yang menyajikan informasi secara formal 

yang sejalan dengan dua proposisi umum: 

Pertama, suatu kondisi dari semua tulisan 

yang logis. Sistem tersebut seharusnya 
secara logika konsisten; tidak ada aturan 

atau proses yang dapat bertentangan 

dengan setiap aturan atau proses lainnya. 
Kedua, proposisi muncul dari kegunaan 

laporan akuntansi sebagai suatu dasar 

pembuatan keputusan dari konsekuensi 
praktik. Informasi yang dihasilkan oleh 

setiap sistem seharusnya relevan dengan 

berbagai bentuk pengambilan keputusan 
yang diharapkan dapat digunakan.  
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Pendekatan decision usefulness merupakan suatu 

pendekataan terhadap laporan keuangan yang berdasarkan 

biaya historis agar lebih berguna. Scott (2009) menekankan 

bahwa dalam mengadopsi pendekatan ini, ada 2 pertanyaan 
utama yang harus dijawab. Pertanyaan yang pertama adalah 

siapa pengguna laporan keuangan? Sangatlah jelas bahwa ada 

banyak pihak yang menggunakan laporan keuangan. Untuk 
mempermudah pemakai laporan keuangan ini dikelompokkan 

ke dalam kelompok besar seperti, investor, kreditor, manajer, 

serikat pekerja, penyusun standar dan pemerintah. Kelompok-
kelompok ini disebut sebagai konstituen akuntansi. 

Kemudian, pertanyaan yang kedua adalah apa 

permasalahan dalam pengambilan keputusan pemakai laporan 
keuangan tersebut? Dengan memahami permasalahan ini, 

akuntan akan menjadi lebih siap dalam menyediakan informasi 

sesuai dengan kebutuhan berbagai konstiuen. Dengan kata lain, 

laporan keuangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik 
pemakainya yang akan menuju pada pengambilan keputusan 

yang lebih baik. Dengan cara ini, laporan keuangan dapat 

bermanfaat.  
Tentu saja, dalam menentukan kebutuhan khusus 

pengguna laporan keuangan ini bukanlah merupakan proses 

yang mudah dan jelas. Misalnya, informasi apa yang 
dibutuhkan oleh pemegang utang jangka panjang perusahaan 

agar dapat membuat keputusan yang rasional untuk menjual 

holding tertentu? Apakah keputusan ini akan membantu atau 
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malah menghalangi dengan melakukan penilaian utang jangka 

panjang pada nilai saat ini (fair value). 

Dalam menghadapi pertanyaan yang sulit seperti ini, 

akuntan menjawabnya dengan bantuan teori-teori dalam 
ekonomi dan finance. Dalam menjelaskan pendekatan decision 

usefulness ini, Scott (2009) menggunakan 2 teori yaitu single 

person decision theory dan theory of investment. Kedua teori ini 
akan membantu penyediaan informasi akuntansi yang berguna 

bagi pemakai laporan keuangan, khususnya investor. Fokus 

perhatian dalam menjelaskan pendekatan decision usefulness 
melalui kedua teori tersebut adalah kepada investor sebagai 

pemakai laporan keuangan atau sebagai konstituen akuntansi.  

Teori decision usefulness yang mendasari kegunaan 
informasi akuntansi bagi kreditor tidak berkembang dengan 

baik seperti peran angka akuntansi terhadap stock prices. Akan 

tetapi, secara umum disetujui bahwa harga interest-bearning 

debt didasarkan pada default risk, yang didefinisikan sebagai 
premium in excess of risk free interest rate. Jadi, informasi 

spesifik termasuk data akuntansi membantu kreditor dalam 

menilai default risk. 
Tanpa mengesampingkan konstituen yang lain, investor 

diberikan perhatian sebagai pemakai laporan keuangan karena 

dalam proses pengambilan keputusan oleh investor umumnya 
lebih kompleks, sehingga pengambilan keputusan investor lebih 

berisiko dibanding pengguna laporan keuangan yang lain. 

Penyiapan informasi laporan keuangan yang sesuai untuk 

kebutuhan investor akan mampu memperbaiki proses 
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pengambilan keputusan dan dengan demikian laporan 

keuangan disebut lebih bermanfaat bagi investor.   

 

4.2. Single Person Decision Theory dalam Decision Usefulness 
Approach 

Single person decision theory merupakan teori yang 

menjelaskan bagaimana seseorang (dalam hal ini investor) 
mengambil keputusan yang rasional dalam kondisi 

ketidakpastian. Keputusan rasional yang dimaksud dalam teori 

ini adalah keputusan yang diambil oleh investor yang dapat 
memaksimalkan utilitasnya. Dalam teori ini dijelaskan konsep 

informasi dan bagaimana informasi tersebut mampu 

mempertajam keyakinan subjektif seseorang tentang manfaat 
masa depan (future payoff) atas keputusan yang diambil.  

Decision theory ini erat kaitannya dengan akuntan, 

karena laporan keuangan yang disiapkan oleh akuntan 

menyediakan informasi tambahan yang berguna dalam 
membuat berbagai keputusan bagi berbagai pemakai laporan 

keuangan tersebut. Bagi investor sebagai pemakai utama 

informasi dalam laporan keuangan, informasi tersebut 
dikatakan berguna jika dapat membantu investor dalam 

memprediksi return investasi di masa depan.  

Dalam kondisi non ideal, laporan keuangan tidak dapat 
menunjukkan kinerja perusahaan secara langsung. Akan tetapi, 

laporan keuangan tersebut akan berguna bagi investor jika 

informasi, baik ataupun buruk, yang terkandung di dalamnya 

persist dimasa depan. Jika hubungan antara informasi dalam 
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laporan keuangan dan kinerja perusahaan masa depan lemah, 

dimana informasi dalam laporan keuangan kurang bisa 

memprediksi kinerja perusahaan di masa depan, maka 

dikatakan sebagai kualitas earning yang rendah dalam laporan 
keuangan. Sebaliknya, jika informasi dalam laporan keuangan 

tersebut memberikan prediksi yang baik untuk kinerja 

perusahaan di masa depan maka dikatakan sebagai kualitas 
earning yang tinggi.  

Untuk membuktikan bagaimana informasi, khususnya 

informasi dalam laporan keuangan, digunakan oleh investor 
untuk dapat memberikan manfaat masa depan, Easton dan 

Zmijewski  (1989) melakukan penelitian terhadap revisi 

earnings forecast analis berdasarkan current earning terhadap 
150 perusahaan besar di Amerika Serikat. Analis ini 

merepresentasikan investor rasional yang menggunakan 

informasi laporan keuangan untuk menilai future performance 

perusahaan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa revisi 
earnings forecast meningkat apabila current earnings yang 

dilaporkan juga meningkat, dan sebaliknya jika current earnings 

yang dilaporkan turun maka revisi earnings forecast juga akan 
menurun. 

Single decision theory ini penting bagi akuntan karena 

teori ini akan membantu akuntan untuk dapat memahami 
mengapa informasi akuntansi merupakan suatu komoditas 

berharga yang mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh 

investor. Sebagai penyedia informasi bagi investor, akuntan 

perlu memahami peran informasi sebagai suatu komoditas 
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berharga sehingga dapat menyediakan informasi yang 

bermanfaat dalam pengambilan keputusan investor. 

 

4.3. Theory of Investment dalam Decision Usefulness approach 
Theory of investment merupakan teori yang mempelajari 

tentang komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk 
memperoleh sejumlah keuntungan pada masa yang akan 

datang (Tandelilin, 2001). Misalnya, seorang investor membeli 

sejumlah saham saat ini dengan harapan memperoleh 
keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah 

dividen pada masa yang akan datang. 

Theory of investment merupakan teori yang membantu 
menjelaskan perilaku investor yang diasumsikan risk averse. 

Seorang risk averse investor akan bertoleransi dengan suatu 

tingkat risiko tertentu dengan imbalan suatu tingkat return 

tertentu.  Hal ini memberi makna bahwa semakin tinggi tingkat 
risiko suatu investasi akan semakin tinggi pula tingkat return 

yang diminta.  

Salah satu cara investor dapat mentunkan risiko untuk 
tingkat return tertentu adalah dengan mengadopsi strategi 

diversifikasi, yaitu dengan berinvestasi pada portfolio sekuritas 

(Scott, 2009). Prinsip diversifikasi portfolio menunjukkan bahwa 
beberapa risiko dapat dieliminasi dengan strategi investasi yang 

tepat, walaupun tidak semua risiko dapat dieliminsai. Prinsip ini 

memiliki implikasi mengenai informasi risiko yang dibutuhkan 

oleh investor. Risiko yang dilaporkan oleh kebanyakan ukuran 
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berbasis akuntansi yang umum seperti, current ratio, dapat 

dieliminasi dengan diversifikasi yang tepat. 

Prinsip diversifikasi ini membawa pada ukuran risiko 

yang penting untuk sebuah sekuritas dalam theory of 
investment. Ukuran risiko ini adalah beta, yang mengukur 

pergerakkan antara perubahan harga sebuah sekuritas dan 

perubahan dalam inilai pasar dari market portfolio. 
Pemahaman akan beta suatu saham sekaligus apa yang 

digambarkan beta tersebut mengenai tingkat risiko suatu 

perusahaan adalah bagian penting dari pengetahuan akuntan. 
Riset pasar modal mengivestigasi usefulness accounting 

number untuk menilai risiko sekuritas dan portofolio. Penelitian 

ini menemukan korelasi tinggi antara variabilitas accounting 
earnings dan beta. Korelasi yang tinggi ini mengimplikasikan 

bahwa data akuntansi berguna dala menilai risiko. Studi lainnya 

juga menguji hubungan antara rasio finansial dengan beta. 

Secara umum, pengujian ini mengindikasikan hubungan yang 
kuat antara rasio berbasis akuntansi dan ukuran risiko pasar 

yakni beta. 

Theory of investment, secara khusus teori portofolio, 
merupakan fondasi dari perkembangan berkaitan dalam 

finance, yaitu pricing dari saham individu lewat konsep 

portofolio terdiversifikasi. Model yang disebut capital asset 
pricing model yang dikembangkan oleh teoritis pricing 

individual stock.  

Tahap yang pertama adalah menghubungkan risiko 

dengan sekuritas individual relative terhadap pasar secara 
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keseluruhan. Korelasi dibuat antara return saham individual 

dan return pasar pada suatu periode waktu. Analisis regresi 

digunakan untuk menggambar garis pada scatergram. Slope 

dari garis adalah beta dan merupakan ukuran berbasis pasar 
atas risiko sistematis sekuritas individual terhadap risiko rata-

rata pasar secara keseluruhan. Jika beta sama dengan 1, return 

secara sempurna berasosiasi dan risikonya sama. Jika beta lebih 
dari return dari saham individual lebih besar dari pasar, dengan 

kata lain risiko sistematis juga lebih besar. 

Dengan theory of investment, karakteristik risiko dan 
konteks investasi portfolio bagi investor akan diperjelas. Dalam 

teori ini, investor yang risk averse akan bisa mendapat 

pengurangan risiko. Pengurangan risiko ini terjadi karena state 
untuk perusahaan secara spefisik telah disebar dalam berbagai 

sekuritas. Kontributor yang masih ada terhadap risiko adalah 

faktor ekonomi. Theory of investment akan membantu 

pemahaman karakteristik investor yang berhubungan dengan 
risiko yang menjadi faktor penting bagi investor dalam 

mengambil keputusan dengan menggunakan informasi 

akuntansi. 
 

4.4. Decision Usefulness: Information Approach & 

Measurement Approach 
Pendekatan informasi dalam decision usefulness adalah 

pendekatan terhadap pelaporan keuangan yang mengakui 

tanggung jawab individual untuk memprediksi kinerja 

perusahaan di masa depan dan yang memfokuskan untuk 
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menyajikan informasi yang berguna untuk tujuan ini. 

Pendekatan ini berasumsi efisiensi pasar sekuritas, yang 

mengakui bahwa pasar akan beraksi terhadap informasi yang 

berguna dari sumber manapun, termasuk laporan keuangan 
(Scott, 2009). 

Dari perspektif informasi tersebut pelaporan keuangan 

menyajikan satu sistem informasi yang bersaing dengan yang 
sumber informasi yang lain (Christensen dan Demski, 2003). 

Oleh karena itu, dalam merespons informasi laporan keuangan 

ada pertimbangan untuk prediksi tentang perilaku investor 
(Scott, 2009) yaitu:  

• Investor mempunyai keyakinan tentang laba yang 
diharapkan dan risiko yang diterima dari saham 

perusahaan. Keyakinan ini didasarkan pada seluruh 

informasi publik yang tersedia. Keyakinan sebelumnya 
(prior belief) investor yang didasarkan pada informasi 

yang telah tersedia tidak sama. Ketidaksamaan tersebut 

dipengaruhi oleh besar-kecilnya informasi yang 
diperoleh dan kemampuan untuk menginterpretasi 

informasi. 

• Dengan masuknya informasi baru, berupa laba 

perusahaan, investor akan memperoleh informasi lebih 

dan akan merevisi ekspektasinya. Sebagai contoh jika 

terjadi kenaikan laba yang lebih tinggi daripada yang 

diharapkan, ini merupakan berita baik. Beberapa 

investor dengan teori Bayes akan merevisi (upward) 

keyakinan mereka tentang kekuatan laba pada masa 
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yang akan datang. Namun, sebagian investor lain yang 

sebelumnya memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, 

lebih tinggi dari laba perusahaan yang diumumkan, 

mungkin akan menginterpretasikan informasi laba 
tersebut sebagai berita buruk (downward). Investor 

yang merevisi ekspektasi mereka tentang laba pada 

masa yang akan datang akan bersedia membeli 
sekuritas pada harga yang berlaku saatini. sedangkan 

investor yang merevisi ekspektasinya downward akan 

melakukan sebaliknya.  

• Kita dapat mengobservasi jumlah sekuritas yang 
diperdagangkan dengan munculnya informasi baru 

berupa laba ini. Seharusnya volume perdagangan akan 

semakin besar dengan semakin besarnya perbedaan 

ekspektasi antara investor yang bersikap upward 
dengan yang bersikap downward. Kelebihan ini adalah 

perbedaan-perbedaan dalam keyakinan awal para 

investor dan dalam interpretasi mereka pada informasi 
keuangan saat itu. 

• Observasi mengenai perubahan volume perdagangan 
sebagai respons atas informasi dalam laporan keuangan 

diteliti oleh Beaver (1968). Dalam studi ini, Ia 

menemukan bahwa terjadi peningkatan volume pada 

minggu pengumuman earnings. Bahkan volume 

perdagangan terbesar terjadi pada hari dimana 

terjadinya pengumuman earnings.  
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Perspektif informasi dari decision usefulness approach ini 

mengakui bahwa pasar akan bereaksi terhadap informasi yang 

bermanfaat dari sumber manapun, termasuk laporan 

keuangan. Secara empiris, pertama kali Ball dan Brown (1968) 
menemukan bahwa pasar bereaksi terhadap komponen laba 

dalam informasi akuntansi. Hal ini berarti investor 

menggunakan informasi yang terkandung dalam laba untuk 
membantu pengambilan keputusannya.  

Akan tetapi, berdasarkan berbagai studi empiris (Benston, 

1966; Brown dan Kenelly, 1972; Foster, 1977; Patell dan 
Wolston, 1984) informasi earnings dalam laporan keuangan 

telihat sebagai satu sumber informasi yang merubah harga 

pasar, walaupun earnings hanyalah satu diantara banyak 
sumber informasi. Seberapa pentingnya informasi earnings 

tersebut, tergantung pada perspektif yang diambil. 

Selanjutnya, ada kemungkinan data lainnya mungkin saja 

sumber informasi earnings. Jika investor melihat earnings 
sebagai informasi yang penting, tidak mengherankan bahwa 

investor akan mencoba mendapatkan informasi lain yang 

membuat mereka dapat memprediksi earnings. Akan tetapi, 
penting untuk ditekankan bahwa bukti empiris tidak 

menunjukkan harga secara langsung berkorespondensi dengan 

earnings. Perubahan earnings dapat saja memperlihatkan 
siginifkan asosiasi kontemporer karena mereka berkorelasi 

dengan data lain yang memberi reaksi pada harga.    

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perspektif 

informasi pada kegunaan keputusan lebih menekankan pada isi 
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informasi (content of information) dalam memberikan 

keyakinan bagi investor atau mengubah keyakinan pengguna 

laporan keuangan agar segera bereaksi dan informasi ini 

bersaing dengan sumber informasi lain.  
Karena investor menggunakan informasi akuntansi yang 

terkandung dalam laporan keuangan, diharapkan laporan 

keuangan dapat mencerminkan kinerja perusahaan yang 
sebenarnya. Akan tetapi, seperti yang sudah dijelaskan pada 

bagian sebelumnya, permasalahan fundamental dalam 

akuntansi keuangan adalah terdapat trade off antara reliabilitas 
dan relevansi dalam informasi laporan keuangan.   

Perspektif measurement dalam decision usefulness adalah 

suatu pendekatan yang menuntut akuntan untuk melaksanakan 
tanggung jawab memasukkan present value terhadap laporan 

keuangan pokok, dengan reliabilitas yang masih rasional, yang 

berarti meningkatnya tanggungjawab akuntan untuk 

membantu investor dalam memprediksi kinerja masa depan 
perusahaan (Scott, 2009). Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan relevansi laporan keuangan, tetapi tidak 

meninggalkan reliabilitasnya dalam rangka membantu investor 
mengambil keputusan. 

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa 

perspektif pengukuran lebih menekankan pada nilai sekarang 
dalam mengukur aktiva, kewajiban, dan ekuitas karena hal 

tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan oleh 

pengguna laporan keuangan. Konsekuensinya adalah akan 
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terjadi penurunan tingkat reliabilitas dari laporan keuangan 

tersebut. 

Walaupun demikian, beberapa alasan mengapa perspektif 

pengukuran semakin diakui adalah sebagai berikut. Pertama, 
penelitian Earning Response Coefficient (ERC) menunjukkan 

bahwa kemampuan pasar sangat sulit untuk mendapatkan 

implikasi dari laporan keuangan yang disajikan dengan biaya 
histories. Earnings Response Coefficient merupakan ukuran 

sejauh mana return pasar abnormal suatu sekuritas dalam 

hubungannya dengan komponen yang tidak terekspektasi dari 
perusahaan yang mengeluarkan sekuritas tersebut.  

Kedua, prospect theory yang menyatakan bahwa investor 

mempertimbangkan risiko investasi yang memisahkan evaluasi 
prospek evaluasi keuntungan dan kerugian. Dalam konsep ini 

dinyatakan bahwa investor akan cenderung memilih sebuah 

investasi yang menghasilkan keuntungan yang cukup (sedang-

sedang saja), tapi memiliki risiko rendah, dibandingkan 
investasi yang memiliki potensi hasil yang tinggi dan risiko 

tinggi. 

 Hal ini cukup wajar tergantung kepada minat terhadap 
risiko dari masng-masing investor. Akan tetapi ternyata dalam 

menghadapi kerugian, investor cenderung memilih untuk 

benar-benar membatasi pilihannya kepada yang berpotensi 
rugi lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa investor cenderung 

menilai kerugian lebih berat dibandingkan dengan keuntungan. 

Ketiga, teori surplus bersih Ohlson menjelaskan 

konsistennya kerangka dasar dengan perspektif pengukuran 
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yang memperlihatkan bagaimana nilai pasar perusahaan, yang 

disebabkan oleh perputaran sekuritas dapat dipercepat pada 

waktu neraca fundamental dan komponen laporan 

pendapatan.  
Teori ini mengasumsikan bahwa kondisi yang ideal meliputi 

tidak relevannya dividen dan keganjilan pasar efisien. Inti dari 

pendekatan dalam teori ini terletak pada tautology akuntansi 
dimana ending book value of equity sama dengan beginning 

book value plus earnings minus dividen.  

Valuation firm’s equity didasarkan pada beginning period of 
book value plus the present value of expected future abnormal 

earnings. Abnormal earnings adalah earnings in excess of 

normal earnings, jumlahnya diferensial diatas atau dibawah 
expected normal earnings. Normal earnings sama dengan 

beginning of period book value multiplied by the cost of equity 

capital. The valuation of firm’s equity sama dengan beginning 

book value of equity ditambah discounted present value of 
abnormal earnings. 

 

4.5. Kesimpulan atas Pendekatan Decision Usefulness 
Berdasarkan ASOBAT dan laporan Trueblood Committee, 

pendekatan decision usefulness terhadap pelaporan keuangan 

mengimplikasikan bahwa akuntan perlu untuk memahami 
permasalahan keputusan dari pemakai laporan keuangan. 

Single-person decision theory menyajikan pemahaman akan 

kebutuhan investor risk-averse rasional. Teori ini 

mengemukakan bahwa investor membutuhkan informasi untuk 
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membantu mereka menilai expected return suatu sekuritas dan 

risiko dari return tersebut.  

Teori keputusan relevan bagi akuntansi karena laporan 

keuangan menyediakan informasi yang bermanfaat untuk 
proses pengambilan keputusan tersebut.  Teori keputusan juga 

penting karena teori ini membantu akuntan untuk memahami 

mengapa informasi merupakan suatu komoditas berharga yang 
mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh investor.  

Akuntan, yang menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh 

investor, perlu memahami peran penting informasi tersebut. 
Dalam teori investasi, dikemukakan bahwa beta 

merupakan ukuran risiko yang penting, dan merupakan 

komponen utama risiko portfolio yang didiversifikasi. Dengan 
theory of investment karakterisitik investor yang berhubungan 

dengan risiko lebih mudah untuk dipahami, yang menjadi faktor 

penting bagi investor dalam mengambil keputusan dengan 

menggunakan informasi akuntansi.  
Riset pasar modal mengivestigasi usefulness accounting 

number untuk menilai risiko sekuritas dan portofolio. Penelitian 

ini menemukan korelasi tinggi antara variabilitas accounting 
earnings dan beta. Korelasi yang tinggi ini mengimplikasikan 

bahwa data akuntansi berguna dala menilai risiko.  

Studi lainnya juga menguji hubungan antara rasio 
finansial dengan beta. Secara umum, pengujian ini 

mengindikasikan hubungan yang kuat antara rasio berbasis 

akuntansi dan ukuran risiko pasar yakni beta. 
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Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang penting 

dan cost-effective bagi investor, walaupun laporan ini tidak 

menyajikan secara langsung mengenai payoffs investasi di masa 

depan. Laporan keuangan menyediakan sistem informasi yang 
dapat menolong investor untuk memprediksi kinerja 

perusahaan di masa depan, yang pada akhirnya memprediksi 

return investasi di masa depan.  
Beberapa studi empiris yang menguji apakah informasi 

yang dihasilkan dalam laporan keuangan berguna bagi investor 

dalam pengambilan keputusan menyimpulkan bahwa informasi 
akuntansi yakni informasi mengenai earnings memang 

digunakan oleh pasar. Walaupun informasi earnings bukan 

satu-satunya informasi yang digunakan oleh investor. 
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BAB V 

ASIMETRI INFORMASI  

DALAM LAPORAN KEUANGAN  

 

 
 

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, laporan keuangan 

digunakan oleh para pemakainya untuk menilai kinerja 
perusahaan  dan membantu mereka dalam proses pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. 

Informasi akuntansi tersebut tidak terlepas dari kualitas 

relevance dan reliability, dimana terdapat trade-off antara 
keduanya. Sehingga, pendekatan decision usefulness digunakan 

agar supaya informasi akuntansi yang dihasilkan dapat lebih 

bermanfaat bagi para pemakainya, yang dalam hal ini 
difokuskan pada investor sebagai pemakai laporan keuangan. 

Akan tetapi permasalahan yang dihadapi pemakai 

laporan keuangan tersebut, bukan hanya permasalahan 

karakakteristik laporan keuangan itu sendiri. Manajer sebagai 

pihak internal yang merupakan pengelola perusahaan lebih 

banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan 
di masa yang akan datang dibandingkan dengan pihak eksternal 

sebagai pihak pemakai laporan keuangan tersebut.  

Sedangkan pemilik atau para pemegang saham 

mempunyai informasi yang lebih sedikit dibandingkan manajer 

karena tidak mempunyai kontak langsung dengan perusahaan, 
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sehingga mereka tidak mengetahui peristiwa-peristiwa 

signifikan yang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam 

laporan keuangan terkadang tidak sesuai dengan kondisi 

perusahaan sebenarnya. Kondisi inilah yang diistilahkan sebagai 
informasi asimetri. 

Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi 

yang terjadi karena ada pihak yang dapat memperoleh dan 
memanfaatkan informasi untuk kepentingannya sedangkan 

pihak lain tidak dapat memperoleh informasi yang sama (Scott, 

2009). Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih superior 
dalam menguasai informasi dibanding pihak lain. Manager lebih 

banyak mengetahui informasi internal perusahaan dan prospek 

perusahaan di masa yang akan datang, sedangkan pemegang 
saham dan stakeholder lainnya hanya mengetahui sedikit 

informasi.  

Sebelum lebih jauh dijelaskan mengenai information 

asymetry, perlu ditekankan bahwa kualitas pelaporan keuangan 
yang baik akan mengurangi resiko terjadinya ketidak 

sempurnaan informasi di kalangan pengguna laporan keuangan 

atau asimetri informasi (Copeland dan Galai, 1983).  
Dalam kaitan dengan kualitas pelaporan keuangan itu 

sendiri, terdapat dua pandangan yang digunakan untuk melihat 

kualitas pelaporan keuangan. Pandangan pertama menyatakan 
bahwa kualitas pelaporan keuangan berhubungan dengan 

kinerja keseluruhan perusahaan, yang dicerminkan dalam laba 

yang diperoleh perusahaan. Dalam pandangan ini dinyatakan 

laba yang memiliki kualitas tinggi dilihat dari laba yang 
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berkesinambungan (sustainable), dan dalam periode waktu 

yang panjang.  

Dalam pandangan kedua dinyatakan bahwa kualitas 

pelaporan keuangan berkaitan dengan kinerja di pasar modal 
yang di wujudkan dalam bentuk return, sehingga jika hubungan 

laba perusahaan dan return kuat, maka menunjukan informasi 

pelaporan keuangan yang tinggi (Ayres 1994).  
Penelitian Copeland dan Galai (1983) menemukan 

bahwa ketika kualitas informasi akuntansi mengalami 

peningkatan, maka informasi asimetri akan mengalami 
penurunan atau dengan kata lain kualitas informasi akuntansi 

yang disampaikan melalui pelaporan keuangan memiliki 

pengaruh yang negatif terhadap informasi asimetri. Fanani 
(2009) juga menemukan hal yang sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Copeland dan Galai (1983) yaitu kualitas 

pelaporan keuangan berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap informasi asimetri.  
Ma (2010) meneliti hal yang sama dengan kualitas laba 

sebagai proksi kualitas pelaporan keuangan dan B-share 

discount sebagai proksi asimetri informasi. Penelitian yang 
dilakukan Ma dilakukan menggunakan sample sebanyak 76 

perusahaan yang terdaftar di Chinese Stock Market. Dalam 

penelitiannya Ma menemukan adanya hubungan negatif antara 
kualitas palaporan keuangan dengan asimetri informasi 

Teori asimetri informasi berasal dari pengusaha dalam 

pasar tenaga kerja yang sering memiliki informasi lebih banyak 

tentang status sekarang dan mendatang perusahaannya, dan 
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dapat menggunakan kelebihan ini sebagai basis negosiasi. Hal 

ini dapat dilihat sebagai suatu ketidaksempurnaan dalam 

bekerjanya mekanisme pasar dan bisa menyebabkan efesiensi 

ekonomik (Wijaya dan Bandi, 2010). Kondisi seperti ini 
membuat manajemen memanfaatkan ketidakselarasan 

informasi untuk keuntungan manajemen sendiri serta sekaligus 

merugikan pihak luar perusahaan seperti membiaskan 
informasi yang terkait dengan investor (Ujiyantho, 2010). 

Scott (2009) menyatakan bahwa ada 2 jenis asimetri 

informasi, yaitu adverse selection dan moral hazard. Adverse 
selection adalah jenis asimetri informasi di mana ada pihak 

yang terkait dengan transaksi perusahaan yang memiliki 

manfaat informasi sedangkan pihak lain tidak memiliki manfaat 
informasi yang sama. Pada kondisi ini, para manajer serta 

orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak 

tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan 

investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat 
mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang 

saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada 

pemegang saham.  
Hal ini dapat dilakukan oleh manajer atau orang dalam 

perusahaan dengan mengendalikan penyerahan informasi 

kepada investor sesuai dengan kepentingannya. Hal ini akan 
mengakibatkan investor mengurungkan niatnya untuk 

berinvestasi sehingga membuat pasar berkurang likuiditasnya. 

Pasar dengan likuiditas rendah, yakni kurangnya transaksi dari 
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investor, akan membuat pasar tersebut tidak beroperasi 

dengan baik.  

Untuk mengatasi permasalahan adverse selection, 

manajer harus menyebarkan informasi dalam kepada pihak lain 
secara bersamaan dan merata, seperti yang dikemukakan oleh 

Lev (1989) bahwa dengan adanya aturan yang mewajibkan 

perusahaan untuk menyebarkan informasi secara merata 
kepada semua pihak, maka publik confidence dalam pasar akan 

meningkat dan akan berkontribusi pada likuiditas pasar, dimana 

banyak investor akan bersedia untuk melakukan transaksi 
(berinvestasi) dalam pasar tersebut. 

Sedangkan, moral hazard adalah jenis asimetri informasi 

di mana ada pihak yang terkait dengan transaksi perusahaan 
yang dapat mengamati secara langsung berjalannya transaksi 

tersebut, sedangkan pihak lain tidak dapat melakukan yang 

sama. Atau dengan kata lain kegiatan yang dilakukan oleh 

seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang 
saham maupun pemberi pinjaman, sehingga manajer dapat 

melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang 

melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma 
mungkin tidak layak dilakukan.  

Hal ini dapat terjadi karena adanya pemisahan 

kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan. Pihak 
eksternal perusahaan, tidak dimungkinkan dapat secara 

langsung mengamati berjalannya transaksi perusahaan. Sebagai 

akibatnya, pihak manajemen dapat menggunakan informasi 

internal yang berkaitan dengan transaksi perusahaan untuk 
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kepentingannya sendiri. Karena adanya perbedaan informasi 

internal dan informasi yang diterima oleh investor, studi 

empiris oleh Easley dan O’Hara (2004) menyatakan bahwa 

semakin besarnya rasio informasi internal terhadap informasi 
eksternal, maka semakin besar pula return yang diharapkan 

oleh investor tersebut. 

Ada dua cara untuk mengendalikan masalah moral 
hazard. Pertama, laba bersih dapat dijadikan sebagai dasar 

penentuan kompensasi manajer. Kedua, laba bersih dapat 

menggambarkan kondisi pasar sekuritas dan pasar tenaga kerja 
perusahaan, sehingga manajer yang lalai akan mengakibatkan 

laba bersih perusahaan menurun, reputasi manajer yang jelek, 

dan nilai pasar sekuritasnya menurun. Dengan pengendalian 
masalah adverse selection dan moral hazard dalam yang 

membuat kualitas laporan keuangan perusahaan menjadi tidak 

baik, diharapkan informasi dalam laporan keuangan tersebut 

dapat dipakai oleh investor dalam mengambil keputusan untuk 
berinvestasi.  

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

asimetri informasi timbul ketika manajer lebih mengetahui 
informasi internal dan prospek perusahaan di masa depan 

dibandingkan pemegang saham dan stakeholders lainnya. 

Laporan keuangan sebagai sarana informasi yang ditujukan 
untuk mengurangi informasi asimetri antara manajemen dan 

pihak eksternal perusahaan, memiliki kelemahan tertentu.  

Munculnya asimetri informasi ketika manajer yang 

dalam hal ini sebagai pembuat laporan keuangan, memiliki 
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informasi serta prospek perusahaan kedepannya, dibandingkan 

para pemangku kepentingan lain. Kondisi seperti ini dapat 

mempengaruhi para manajer untuk merubah dan 

memanipulasi pelaporan keuangan untuk kepentingan sebagian 
golongan. Kondisi ini kemudian menurunkan kualitas pelaporan 

keuangan dan menimbulkan masalah moral yang akan 

menimbulkan asimetri informasi karena tidak sempurnanya 
informasi yang didapat para pemangku kepentingan. 

Hubungan antara kualitas pelaporan keuangan dengan 

asimetri informasi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori 
keagenan. Teori keagenan melibatkan keberadaan asimetri 

informasi antara manajer sebagai agent dan stakeholder 

sebagai principal. Munculnya asimetri informasi ketika manajer 
yang dalam hal ini sebagai pembuat laporan keuangan, 

memiliki informasi serta prospek perusahaan kedepannya, 

dibandingkan para pemangku kepentingan lain. Kondisi seperti 

ini dapat mempengaruhi para manajer untuk merubah dan 
memanipulasi pelaporan keuangan untuk kepentingan sebagian 

golongan. Kondisi ini kemudian menurunkan kualitas pelaporan 

keuangan dan menimbulkan masalah moral yang akan 
menimbulkan asimetri informasi karena tidak sempurnanya 

informasi yang didapat para pemangku kepentingan. 

Meskipun pembuatan laporan keuangan telah diatur 
oleh suatu standar yang ditetapkan oleh regulator dan standard 

setter, namun perlu disadari bahwa laporan keuangan 

mengandung banyak asumsi, penilaian serta pilihan metode 

perhitungan yang dapat digunakan oleh pembuatnya. Adanya 



  68 

 

pilihan kebijakan akuntansi dalam standar yang dapat 

digunakan, membuat manajemen memiliki cukup keleluasaan 

untuk memanipulasi laporan keuangan tersebut. Salah satu 

tindakan agen tersebut disebut sebagai earnings management.  
Dalam penelitian Christie dan Zimmerman (1994) 

ditemukan bahwa perusahaan yang melakukan takeover 

cenderung memilih metode depresiasi dan metoda pencatatan 
persediaan, yang dapat meningkatkan laba akuntansi. 

Berdasarkan penelitian tersebut juga disimpulkan bahwa 

terdapat sikap opportunistic manajemen dalam kasus ambil alih 
perusahaan, sekalipun alasan utama pemilihan metode 

akuntansi didasarkan pada pertimbangan efisiensi atau 

pertimbangan memaksimalkan nilai perusahaan. 
Richardson (1998) berpendapat bahwa terdapat 

hubungan yang sistematis antara asimetri informasi dengan 

tingkat manajemen laba. Lewat penelitian pada semua 

perusahaan yang terdaftar di NYSE periode akhir Juni selama 
1988-1992, dalam hasil penelitiannya dibuktikan memang 

adanya hubungan yang sistematis antara magnitut asimetri 

informasi dan tingkat manajemen laba. 
Adanya asimetri informasi akan mendorong manajer 

untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya terutama 

jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja 
manajer. Kualitas laporan keuangan akan mencerminkan 

tingkat manajemen laba. Fleksibelitas manajemen untuk 

memanajemeni laba dapat di kurangi dengan menyediakan 

informasi yang lebih berkualitas bagi pihak luar. Asimetri 
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informasi bisa di minimalisir dengan kualitas pelaporan 

keuangan yang baik. Kualitas laporan keuangan akan 

mencerminkan tingkat manajemen laba. Rahmawati, dkk. 

(2006) berpendapat bahwa asimetri informasi berpengaruh 
secara signifikan terhadap manajemen laba.  
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BAB VI 

EARNINGS MANAGEMENT 

 

 

 
Asimetri informasi (information asymmetry) antara manajemen 

dan pemakai laporan keuangan memberi kesempatan dan 

mendorong manajemen bersikap oportunis yaitu memperoleh 
keuntungan pribadi, dalam hal ini melakukan manipulasi 

laporan keuangan. Dalam hal pelaporan keuangan, manajer 

dapat melakukan manajemen laba (earnings management) 
untuk menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai 

kinerja ekonomi perusahaan. Sangatlah jelas dikemukakan 

sebelumnya, laporan keuangan merupakan media komunikasi 

yang digunakan untuk menghubungkan pihak-pihak yang 
berkepentingan terhadap perusahaan.  

Pentingnya laporan keuangan juga diungkapkan bahwa 

laporan keuangan merupakan sarana untuk 

mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh manajer 

atas sumber daya pemilik. Salah satu parameter penting dalam 

laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja 
manajemen adalah laba. 

Menurut  Statement of Financial Accounting Concept 

(SFAC) No. 1, informasi laba merupakan perhatian utama untuk 
menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Selain 

itu informasi laba juga membantu pemilik atau pihak lain dalam 
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menaksir earnings power perusahaan di masa yang akan 

datang. Adanya kecenderungan lebih memperhatikan laba ini 

disadari oleh manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya 

diukur berdasarkan informasi laba tersebut, sehingga 
mendorong timbulnya perilaku menyimpang, yang salah satu 

bentuknya adalah earnings management. 

 
6.1. Apa itu Earnings Management? 

Scott (2009) mendefinisikan earning management sebagai ”the 

choice by a manager of accounting policies so as to achieve 
some specific objective”. Atau dengan kata lain earnings 

management adalah pilihan metode akuntansi yang dilakukan 

untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Sedangkan SEC 
secara formal mendefinisikan earnings management sebagai 

praktek yang mendistorsi kinerja finansial perusahaan yang 

sebenarnya (Davidson et.al, 2005).  

Scott (2009) lebih lanjut lagi secara khusus membagi 
cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua: yakni, 

berdasarkan pemahaman atas perilaku oportunistik manajer 

untuk memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak 
kompensasi, kontrak utang dan political costs (oportunistic 

Earnings Management), dan berdasarkan perspektif efficient 

contracting (Efficient Earnings Management), dimana 
manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk 

melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi 

kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-

pihak yang terlibat dalam kontrak. 
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Selanjutnya, Healy dan Wahlen (1999) mencatat bahwa 

earnings management terjadi pada saat manajer menggunakan 

judgement dalam pelaporan keuangan dan dalam mencatat 

transaksi untuk merubah laporan keuangan dengan maksud 
memanipulasi kinerja laporan keuangan yang sebenarnya 

ataupun untuk mempengaruhi outcome kontraktual yang 

bergantung pada angka-angka akuntansi dalam laporan 
keuangan.  

Healy dan Wahlen (1999), menyatakan bahwa definisi 

manajemen laba mengandung beberapa aspek. Pertama 
intervensi manajemen laba terhadap pelaporan keuangan 

dapat dilakukan dengan penggunaan judgment, misalnya 

judgment yang dibutuhkan dalam mengestimasi sejumlah 
peristiwa ekonomi di masa depan untuk ditunjukan dalam 

laporan keuangan, seperti perkiraan umur ekonomis dan nilai 

residu aktiva tetap, tanggungjawab untuk pensiun, pajak yang 

ditangguhkan, kerugian piutang dan penurunan nilai asset.   
Disamping itu manajer memiliki pilihan untuk metode 

akuntansi, seperti metode penyusutan dan metode biaya. 

Kedua, tujuan manajemen laba untuk menyesatkan 
stakeholders mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Hal ini 

muncul ketika manajemen memiliki akses terhadap informasi 

yang tidak dapat diakses oleh pihak luar. 
Dari sudut pandang etika, manajemen laba diartikan 

sebagai tindakan dari manajemen yang mempengaruhi laba 

yang dilaporkan sehingga menyajikan informasi yang tidak 

benar mengenai perusahaan dan dalam jangka panjang 
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mempunyai efek yang negatif (Merchant dan Rockness, 1994). 

Kemudian Fischer dan Rosenzweig (1994) mengartikan 

manajemen laba sebagai tindakan manajer dengan sengaja 

meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan tanpa 
menghasilkan peningkatan atau penurunan yang berkaitan 

dengan profitabiltas jangka panjang. 

 
6.2. Latar Belakang Timbulnya Earnings Management 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba 

senantiasa dikaitkan dengan upaya untuk mengelola 
pendapatan atau keuntungan untuk kepentingan-kepentingan 

tertentu yang dilandasi oleh faktor-faktor ekonomi tertentu. 

Untuk memahami latar belakang munculnya praktik ini, ada 
beberapa teori akuntansi yang perlu dibahas. 

 

6.2.1. Teori Akuntansi Positif 

Teori Akuntansi Positif berkembang seiring kebutuhan untuk 
menjelaskan dan memprediksi realitas praktek-praktek 

akuntansi yang ada di dalam masyarakat seperti yang dikatakan 

oleh Watts dan Zimmerman (1990] dibandingkan dengan 
akuntansi normatif yang lebih menjelaskan praktek-praktek 

akuntansi yang seharusnya (should be) berlaku. Dalam 

pemilihan kebijakan akuntansi misalnya akan membawa 
dampak ekonomi terhadap pemilihan kebijakan akuntansi 

tersebut kepada penggunanya yang sering disebut sebagai 

economic consequences.  
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Teori akuntansi positif merupakan salah satu teori 

akuntansi yang digunakan dalam membahas earnings 

management.  Teori akuntansi positif menjelaskan faktor-faktor 

yang mungkin mempengaruhi manajemen dalam memilih 
metode akuntansi yang optimal dengan tujuan tertentu (Scott, 

2009).  Menurut teori akuntansi positif, pemilihan metode 

akuntansi yang digunakan perusahaan tidak harus sama dengan 
perusahaan lainnya. Perusahaan diberikan kebebasan untuk 

memilih salah satu dari alternatif yang ada untuk 

meminimalkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai nilai 
kontrak. Adanya kebebasan untuk memilih prosedur yang ada, 

maka manajer akan melakukan tindakan yang dinamakan oleh 

teori akuntansi positif sebagai tindakan oportunis (Scott, 2009). 
Jadi tindakan oportunis adalah dimana manajer memilih 

kebijakan akuntansi yang menguntukan dirinya atau 

memaksimumkan kepuasannya. 

Ada 3 hipostesis yang secara umum dihubungkan 
dengan perilaku oportunistik manajer (Watts dan Zimmerman, 

1990).  

 
a. Bonus Plan Hypothesis 

Hipotesis ini menyatakan bahwa manajer akan cenderung 

untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat 
meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode berjalan. 

Tujuannya untuk memaksimumkan bonus yang akan mereka 

peroleh karena besarnya laba yang dihasilkan. Hipotesis ini 

berkaitan dengan skema bonus, dimana: 
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- Manajemen akan meminimalkan laba karena kondisi 

perusahaan saat itu rugi 

- Manajemen berusaha memaksimalkan laba dengan 

menggunakan metode akuntansi yang dapat 

meningkatkan laba agar manajemen mendapatkan 

bonus yang maksimal.  

- Manajemen akan membuat laba menjadi rata (income 

smoothing) supaya perusahaan dianggap sudah mapan 

dan stabil. Dalam kondisi ini, manajemen tidak lagi 
memaksimalkan bonus karena bonus sudah maksimal. 

Berdasarkan hipotesis ini, Healy dalam Scott (2009) 

menyatakan bahwa manajer seringkali berperilaku seiring 
dengan bonus yang akan diberikan. Jika bonus yang diberikan 

tergantung pada laba yang akan dihasilkan, maka manajer akan 

menaikkan laba atau mengurangi laba yang akan dilaporkan 
sesuai dengan skema bonus dari pemilik. Pemilik biasanya 

menetapkan batas bawah laba yang paling minim agar 

mendapatkan bonus. Dari pola bonus ini manajer akan 

menaikkan labanya hingga ke atas batas minimal tadi. Tetapi 

jika pemilik perusahaan membuat batas atas untuk 

mendapatkan bonus, maka manajer akan berusaha 

mengurangkan laba sampai batas atas tadi dan mentransfer 

laba saat ini ke periode yang akan datang. Hal ini dia lakukan 

karena jika laba melewati batas atas tersebut manajer sudah 

tidak mendapatkan insentif tambahan atas upayanya 

memperoleh laba di atas batas yang ditetapkan oleh pemilik 

perusahaan. 
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b. Debt Covenant Hypothesis 

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi 

dalam perjanjian hutang (debt covenant). Dinyatakan pula 
bahwa semakin dekat perusahaan pada pelanggaran terhadap 

debt covenant, maka semakin besar kecenderungan manajer 

tersebut untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat 
meningkatkan laba. Hal ini dilakukan untuk mengurangi 

kemungkinan terjadinya technical default. Dengan 

meningkatkan laba dinilai dapat mencegah atau setidaknya 
menunda hal tersebut. 

Penelitian dalam bidang teori akuntansi positif juga 

menjelaskan praktek akuntansi mengenai bagaimana manajer 
menyikapi perjanjian hutang. Manajer dalam menyikapi adanya 

pelanggaran atas perjanjian hutang yang telah jatuh tempo, 

akan berupaya menghindarinya dengan memilih kebijakan-

kebijakan akuntansi yang menguntungkan dirinya. Fields, Lys 
dan Vincent (2001) mengemukakan ada dua kejadian dalam 

pemilihan kebijakan akuntansi, yaitu pada saat diadakannya 

perjanjian hutang dan pada saat jatuh temponya hutang. 
Kontrak hutang jangka panjang (debt covenant) merupakan 

perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-

tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti 
pembagian deviden yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas 

berada di bawah tingkat yang telah ditentukan. Semakin 

cenderung suatu perusahaan untuk melanggar perjanjian 

hutang maka manajer akan cenderung memilih prosedur 
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akuntansi yang dapat mentransfer laba periode mendatang ke 

periode berjalan karena hal tersebut dapat mengurangi resiko 

‘default’. Sweeney dalam Scott (2009) menyatakan perilaku 

‘memindahkan’ laba tersebut dilakukan oleh perusahaan 
bermasalah yang terancam kebangkrutan dan ini merupakan 

strategi untuk bertahan hidup. 

 
c. Political Cost Hypothesis 

Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin besar biaya politis 

yang dihadapi perusahaan maka semakin besar pula 
kecenderungan perusahaan tersebut untuk menggunakan 

pilihan akuntansi yang dapat mengurangi laba yang dilaporkan 

dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Tingkat laba yang 
tinggi dinilai akan mendapat perhatian luas dari kalangan 

konsumen dan media yang nantinya juga akan menarik 

perhatian pemerintah dan regulator sehingga menyebabkan 

terjadinya biaya politis, diantaranya adalah munculnya 
intrevensi pemerintah, pengenaan pajak yang lebih tinggi, dan 

berbagai macam tuntutan lainnya yang dapat meningkatkan 

biaya politis.  
 

6.2.2. Agency Theory 

Dari sudut pandang teori akuntansi, timbulnya earning 
management atau manajemen laba dapat juga dijelaskan 

dengan teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Teori 

keagenan memprediksi dan menjelaskan perilaku pihak-pihak 

yang terkait dengan perusahaan. Dalam ilmu hukum, agen 
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adalah seseorang yang dipekerjakan untuk mewakili 

kepentingan orang lain. Teori keagenan menganggap bahwa 

perusahaan sebagai suatu nexus (intersection) dari hubungan 

keagenan dan berusaha memahami perilaku keorganisasian 
dengan melihat bagaimana pihak-pihak terkait dalam hubungan 

keagenan dalam perusahaan memaksimalkan utilitas mereka 

sendiri. 
Salah satu hubungan keagenan utama adalah antara 

kelompok manajemen dan kelompok pemilik perusahaan. 

Manajer dipekerjakan oleh pemilik perusahaan untuk 
mengelola kegiatan perusahaan, sehingga menciptakan 

hubungan keagenan. Tujuan pemilik dan manajer mungkin saja 

berbeda, sehingga dengan mudahnya terlihat perilaku 
memaksimalkan utilitas manajer dapat berlawanan dengan 

kepentingan pemilik. Owners berkepentingan untuk 

memaksimalkan return investment dan harga sekuritas, 

sedangankan manajer memiliki kebutuhan ekonomi dan 
psikologis yang lebih luas, termasuk memaksimalkan total 

kompensasi mereka, yang terpenuhi lewat kontrak kerja. 

Karena konflik potensial ini, owners dimotivasi untuk 
mengadakan kontrak dengan manajer dengan cara yang dapat 

meminimalkan konflik tujuan antara kedua kelompok. Biaya-

biaya dibebankan dalam mengawasi kontrak agensi dengan 
manajemen, dan biaya-biaya ini mengurangi kompensasi 

manajer, sehingga manajer memiliki insentif untuk menjaga 

agar biaya ini tetap rendah dengan tidak berkonflik dengan 

owners. 
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Teori keagenan menyajikan konflik antara owners dan 

managers yang dimitigasi sebagian oleh pelaporan keuangan, 

yang merupakan salah satu cara owner dapat mengawasi 

kontrak kerja dengan manajer mereka. Akuntan 
mereferensikan tipe tradisional pelaporan ini sebagai 

stewardship, atau akuntabilitas kepada pemilik perusahaan. 

Meminimalkan biaya monitoring agency menjadi insentif bagi 
manajer untuk melaporkan hasil secara reliable kepada pemilik, 

karena manajer diberi penghargaan dan dinilai sedikitnya 

dengan seberapa baiknya laporan mereka. Laporan yang baik 
juga meningkatkan reputasi manajer, yang dapat meningkatan 

kompensasi mereka. 

Scott (2009) menyatakan bahwa perusahaan 
mempunyai banyak kontrak, misalnya kontrak kerja antara 

perusahaan dengan para manajernya dan kontrak pinjaman 

antara perusahaan dengan krediturnya. Tetapi di satu sisi, 

agent memiliki informasi yang lebih banyak (full information) 
dibanding dengan principal di sisi lain, sehingga menimbulkan 

adanya asimetry information. Informasi yang lebih banyak 

dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk melakukan tindakan-
tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk 

memaksimumkan utilitynya. Sedangkan bagi pemilik modal 

dalam hal ini investor, akan sulit untuk mengontrol secara 
efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya 

memiliki sedikit informasi yang ada. Oleh karena itu, terkadang 

kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan oleh manajemen 
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perusahaan tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal atau 

investor.   

Konsep agency theory menggambarkan hubungann 

kontrak antara agent dan principal, dimana agent berkewajiban 
untuk melakukan tugas bagi kepentingan principal. Dalam 

hubungan keagenan, masing-masing pihak terdorong motivasi 

yang berbeda sesuai dengan kepentingannya. Dan apabila 
setiap pihak berusaha mencapai dan atau mempertahankan 

tingkat kemakmuran yang dikehendaki, maka dalam hubungan 

ini dapat saja terjadi konflik kepentingan antara manajemen 
selaku agen dan pemilik perusahaan selaku principal. Dalam hal 

ini agent termotivasi untuk memaksimumkan fee kontraktual 

yang diterimanya dan principal berusaha untuk 
memaksimumkan return atas penggunaan sumber daya.  

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa jika 

agent dan principal tersebut adalah orang-orang yang berupaya 

memaksimalkan utilitasnya, maka alasan yang kuat untuk 
meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik 

untuk kepentingan prinsipal. Selanjutnya, Jensen dan Meckling 

(1976) menjelaskan beberapa bentuk biaya keagenan, yang 
terdiri dari:  

1) Biaya pemantauan (the monitoring expenditure by the 

principal).  
Biaya pengawasan yang harus dikeluarkan oleh pemilik. 

Biaya ini dikeluarkan untuk memantau manajer dengan 

cara mengukur, mengamati, dan mengendalikan 

perilaku manajer. 
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2) Biaya penjaminan (the bonding cost)  

Biaya yang harus dikeluarkan akibat pemonitoran yang 

harus dikeluarkan prinsipal kepada agen. Biaya ini 

muncul untuk menjamin manajer agar mengambil 
keputusan yang tidak merugikan dan sesuai dengan 

kepentingan pemegang saham.  

3) Kerugian residu (the residual loss) 
Biaya ini adalah kerugian yang ditanggung meskipun 

pemantauan (monitoring) dan penjaminan (bonding) 

telah dilaksanakan.   
Masalah keagenan sebenarnya mucul ketika prinsipal 

kesulitan untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk 

memaksimumkan kesejahteraan prinsipal. Menurut teori 
keagenan, salah satu mekanisme yang secara luas digunakan 

dan diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen 

ini adalah melalui mekanisme pelaporan keuangan. Signalling 

theory mengemukakan bahwa agent selaku perwakilan 
principal, seharusnya menyampaikan signal-signal keberhasilan 

atau kegagalan yang telah dicapai kepada principal. 

Penyampaian laporan keuangan oleh pihak manajemen telah 
berbuat sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati. Namun 

pada kenyataanya, timbul asimetri informasi dari pihak 

manajemen yang memiliki informasi lebih dibandingkan dengan 
pihak lain.  

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori keagenan 

menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:  
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1. manusia pada umumya mementingkan diri sendiri 

(self interest),  

2. manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai 

persepsi masa mendatang (bounded rationality),   
3. manusia selalu menghindari resiko (risk averse).  

Sesuai dengan asumsi sifat dasar manusia tersebut 

manajer sebagai manusia akan bertindak opportunistic, yaitu 
mengutamakan kepentingan pribadinya (Haris, 2004). Tindakan 

oportunis tersebut dilakukan dengan memanipulasi laporan 

keuangan, yang salah satunya adalah melakukan perbaikan 
profil laba. 

 

6.3. Pola dan Motivasi dalam Earnings Management 
Pola yang dipilih manajemen dalam melakukan earnings 

management beraneka ragam, tergantung pada tujuan mereka 

melakukan manajemen laba. Menurut Scott (2009), berbagai 

pola yang dilakukan dalam praktik earnings management ini 
adalah: 

 

a. Taking a bath (Big Bath) 
Pola ini terjadi pada saat perusahaan melaporkan rugi yang 

besar sekaligus jika perusahaan mengalami kerugian sehingga 

dapat menciptakan peluang laba yang besar di masa 
mendatang. Pola ini dapat terjadi selama ada tekanan 

organisasional pada saat pergantian manajemen baru yaitu 

dengan mengakui adanya kegagalan atau defisit dikarenakan 

manajemen lama dan manajemen baru ingin menghindari 
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kegagalan tersebut. Teknik ini juga dapat mengakui adanya 

biaya-biaya pada periode mendatang dan kerugian periode 

berjalan ketika keadaan buruk yang tidak menguntungkan yang 

tidak bisa dihindari pada periode berjalan. Konsekuensinya, 
manajemen melakukan ‘pembersihan diri’ dengan 

membebankan perkiraan-perkiraan biaya mendatang dan 

melakukan ‘clear the decks’. Akibatnya laba periode berikutnya 
akan lebih tinggi dari seharusnya. Pola ini dapat dijelaskan 

dengan bonus plan hypothesis, dimana manajemen akan 

meminimalkan laba karena konsisi perusahaan saat itu rugi. 
 

b. Income Minimization 

Cara ini mirip dengan ‘taking bath’ tetapi kurang ekstrem. Pola 
ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi 

dengan maksud agar tidak mendapatkan perhatian oleh pihak-

pihak yang berkepentingan (aspek political-cost). Kebijakan 

yang diambil dapat berupa write-off atas barang modal dan 
aktiva tak berwujud, pembebanan biaya iklan, biaya riset dan 

pengembangan, metode successfull-efforts untuk perusahaan 

minyak bumi dan sebagainya. Penghapusan tersebut dilakukan 
bila dengan teknik yang lain masih menunjukkan hasil operasi 

yang kelihatan masih menarik minat pihak-pihak yang 

berkepentingan. Tujuan dari penghapusan ini adalah untuk 
mencapai suatu tingkat return on assets yang dikehendaki. 

Contoh penerapan pola ini adalah pada saat perusahaan 

melakukan manajemen laba untuk menghindari political cost. 
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c. Income Maximization 

Maksimalisasi laba dimaksudkan untuk memperoleh bonus 

yang lebih besar, dimana laba yang dilaporkan tetap dibawah 

batas atas yang ditetapkan. Pemaksimalan laba dilakukan 
dengan memilih metode-metode akuntansi yang dapat 

meningkatkan laba. Pola ini dicontohkan dengan manajemen 

laba yang dilakukan perusahaan saat dekat dengan posisi 
pelanggaran perjanjian hutang (debt covenant). 

 

 
 

d. Income Smoothing 

Income smoothing merupakan pola manajemen laba dengan 
perataan laba. Pola ini merupakan cara yang paling populer dan 

sering dilakukan. Perusahaan-perusahaan melakukannya untuk 

mengurangi volatilitas laba bersih. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan tingkat laba yang stabil. Dalam hal ini laba akan 
diturunkan jika terjadi peningkatan yang tajam dan menaikkan 

laba jika tingkat laba berada di bawah tingkat laba yang 

ditentukan. Tingkat laba yang stabil membuat shareholders dan 
kreditor lebih memiliki kepercayaan terhadap manajer. 

Perusahaan mungkin juga meratakan laba bersihnya untuk 

pelaporan eksternal dengan maksud sebagai penyampaian 
informasi internal perusahaan kepada pasar dalam meramalkan 

pertumbuhan laba jangka panjang perusahaan. 

Beberapa studi empiris di bidang earnings management 

menyatakan, ada beberapa motif yang menyebabkan timbulnya 
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praktek earnings management (Healy and Wahlen, 1999), 

yakni:  

1. capital market motivation  

2. contracting motivation dan  
3. regulatory motivations 

Berdasarkan capital market motivation, studi empiris 

menyimpulkan bahwa perusahaan biasanya melakukan praktek 
income-increasing (menaikkan laba) earning management pada 

IPO (Intial Public Offering) atau penawaran saham perdana 

perusahaan (Teoh, Welch and Wong, 1998). Sehubungan 
dengan contracting motivation, semakin dekat perusahaan 

pada pelanggaran lending covenant, maka semakin besar 

kecenderungan manajer perusahaan tersebut untuk 
menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat 

meningkatkan laba (Sweeney, 1994; Guidry, Leonne, and Rock, 

1999).  Sesuai dengan regulatory motivation, hasil penelitian 

Jones (1991) memperlihatkan bahwa perusahaan yang ingin 
mendapatkan pembebasan bea impor akan menunda laba pada 

saat periode aplikasi ke periode berikutnya. 

Sedangkan menurut Setiawati dan Na’im (2000) terkait 
dengan teknik dan pola manajemen laba, manajemen laba 

dapat dilakukan oleh manajemen melalui tiga teknik:  

1) Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi 
Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgment 

(perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi 

tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi 
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aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya 

garansi, dan lain-lain. 

2) Mengubah metoda akuntansi 

Perubahan metoda akuntansi yang digunakan untuk 
mencatat suatu transaksi. Sebagai contoh adalah dengan 

merubah metoda depresiasi aktiva tetap, dari metoda 

depresiasi angka tahun ke metoda depresiasi garis lurus. 
3) Menggeser perioda biaya atau pendapatan. 

Contoh rekayasa perioda biaya atau pendapatan antara 

lain: mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan 
pengembangan sampai pada perioda akuntansi berikutnya, 

mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampai periode 

berikutnya, mempercepat/menunda pengiriman produk ke 
pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah 

tak dipakai. 

Scott (2009) juga mengemukakan beberapa motivasi terjadinya 

earnings management: 
1). Bonus Purposes 

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan 

akan bertindak secara opportunistic untuk melakukan 
manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini. 

2). Political Motivations 

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang 
dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung 

mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik 

yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang 

lebih ketat. 
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3). Taxation Motivations 

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba 

yang paling 

nyata. Berbagai metoda akuntansi digunakan dengan tujuan 
penghematan 

pajak pendapatan.  

4) Pergantian CEO  
CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan 

pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika 

kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan 
pendapatan agar tidak diberhentikan. 

5) Initital Public Offering (IPO) 

Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai pasar, dan 
menyebabkan manajer perusahaan yang akan go public 

melakukan manajemen laba dalam prospektus mereka dengan 

harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan. 

 
6.4. Implikasi Earnings Management 

Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa earnings atau laba 

telah dijadikan sebagai suatu target dalam proses penilaian 
prestasi usaha suatu departemen secara khusus (manajer) atau 

perusahaan (organisasi) secara umum (Gumanti, 2000). Laba 

dan tingkat keuntungan juga merupakan alat untuk mengurangi 
biaya keagenan (agency costs), dari sisi teori keagenan. 

Misalnya, pada saat keuntungan dijadikan sebagai patokan 

dalam pemberian bonus, hal ini akan menciptakan dorongan 

kepada manajer untuk memanipulasi data keuangan agar dapat 
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menerima bonus seperti yang diinginkannya. Selain itu, 

mengingat akan pentingnya keuntungan atau perolehan secara 

akuntansi (accounting income) untuk pembuatan keputusan 

oleh banyak pihak, misalnya investor. 
Sesuai dengan agency theory, ketidakselarasan perilaku 

atau tujuanantara pemilik dan manajer perusahaan 

menimbulkan agency cost dalam hubungan keagenan apa pun, 
termasuk hubungan didalam kontrak kerja antara pemegang 

saham dan manajer perusahaan. Oleh sebab itu, dalam 

hubungan keagenan, setiap pihak akan menanggung biaya 
keagenan, tidak hanya prinsipal tetapi juga agen. Dalam kaitan 

dengan earnings management, earnings management akan 

berdampak bagi setiap pemangku kepentingan dalam 
perusahaan tersebut. Praktik manajemen laba menimbulkan 

implikasi kepada semua pihak baik pembuat maupun pengguna 

informasi keuangan. 

Sulistyanto (2008) menyatakan bahwa manajer 
perusahaan sebagai agen harus menanggung akibat dari 

manajemen laba, yaitu berupa kemungkinan kesulitan 

keuangan atau kebangkrutan di masa depan. Investor, sebagai 
prisinpal harus menanggung implikasi berupa hilangnya 

kesempatan memperoleh return dan kehilangan modal yang 

telah ditanamkannya. Pemerintah harus menanggung implikasi 
berupa kehilangan kesempatan untuk memperoleh pajak. 

Regulator harus menanggung implikasi berupa hilangnya 

integritas dan kredibilitas karena regulasinya mudah 

dipermainkan. Sedangkan kreditur harus menanggung implikasi 
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berupa kehilangan kesempatan memperoleh return dan dana 

yang dipinjamkan kepada perusahaan bersangkutan. 

Masyarakat harus menanggung implikasi berupa hancurnya 

perekonomian. 
 

6.5. Bukti Empiris mengenai Earnings Management 

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan selama ini 
menunjukkan bahwa praktek manajemen laba ternyata tidak 

selamanya terbukti. Dengan kata lain manajemen laba terbukti 

di suatu aktivitas ekonomi tetapi tidak di kasus yang lain. 
Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, misalnya, penelitian 

dengan kasus yang sama, terdapat temuan yang bertentangan. 

Beberapa penelitian mengenai earnings management akan 
dipaparkan berikut ini. 

Healy (1985) barangkali adalah orang pertama yang 

mencoba untuk mengungkapkan kemungkinan munculnya 

manajemen laba, khususnya keterkaitan antara manajemen 
laba dan pola bonus (bonus schemes) dalam proses pelaporan 

data keuangan. Healy beranggapan bahwa manajer akan 

memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan keuntungan 
yang dilaporkan dalam upaya untuk memaksimalkan imbalan 

bonus. Healy menemukan bukti bahwa ada hubungan yang 

kuat antara akrual dan dorongan-dorongan tertentu yang 
mempengaruhi manajer untuk mengatur jumlah pendapatan 

yang dilaporkan, khususnya manajer akan memilih akrual yang 

menurunkan pendapatan pada saat pola bonus berada di 

bawah atau di atas batasan yang diikat, dan memilih akrual 
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yang menaikkan pendapatan pada saat batasan tersebut tidak 

diikat. Secara umum Healy (1985) menemukan bukti akan 

munculnya manajemen laba. 

Beberapa penelitian lain yang mencoba mengulang 
penalitian Healy (1985) diantaranya adalah Holthausen et. al 

(1995) dan Gaver et. al (1995). Kedua penelitian ini berbeda 

dengan penelitian Healy dalam hal metode pengukuran akrual 
total. Perbedaan lainnya adalah dalam hal jumlah sample dan 

periode waktu yang diteliti. Bila Healy (1985) menemukan 

manajer memilih pelaporan pendapatan yang menurun pada 
saat keuntungan jatuh di bawah yang disyaratkan, Gaver, dkk. 

(1995) menemukan bahwa manajer akan memilih prosedur 

akuntansi yang menaikkan keuntungan pada saat keuntungan 
berada pada yang disyaratkan, dan sebaliknya. Sementara itu, 

Holthausen, dkk. (1995) tidak menemukan bukti bahwa 

manajer memanipulasi keuntungan (menurunkan keuntungan) 

pada saat keuntungan berada di bawah syarat minimum untuk 
bisa menerima bonus. Secara kesuluruhan baik Gaver et. Al 

(1995) maupun Holthausen et. Al (1995) membuktikan akan 

munculnya manajemen laba di sampel yang mereka teliti. 
DeAngelo (1986) tidak menemukan bukti bahwa 

manajer mengatur data keuangan dengan melaporkan 

keuntungan lebih rendah dari yang diperkirakan (expected 
earnings) pada saat perusahaan yang mereka pimpin 

merencanakan membeli semua sahamnya yang ada di 

masyarakat (management buyout of public stockholders). Tidak 

seperti DeAngelo (1986) yang tidak menemukan bukti rekayasa 
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earnings, Perry dan Williams (1994) menemukan bukti bahwa 

pada saat perusahaan merencanakan untuk membeli seluruh 

sahamnya yang beredar di masyarakat, manajer menurunkan 

keuntungan yang dilaporkan. Temuan ini tentu saja 
bertentangan dengan yang dilaporkan oleh DeAngelo (1986).  

Sebagai catatan, Perry dan Williams (1994) 

menggunakan model pendeteksian akrual yang berbeda 
dengan yang digunakan oleh DeAngelo (1986). Pada saat 

mereka menerapkan metodenya DeAngelo untuk menguji 

kemungkinan manajemen laba, Perry dan Williams menyatakan 
bahwa perbedaan hasil antara penelitian mereka dan penelitian 

DeAngelo disebabkan oleh kharakteristik sampelnya, bukan 

metode yang digunakan. Dalam penelitiannya yang lain, 
DeAngelo (1988) menemukan bahwa manajemen laba muncul 

pada saat manajer sedang menghadapi proxy contest di mana 

manajer berusaha menunjukkan prestasi yang menguntungkan 

(membaik). 
Sama halnya dengan DeAngelo (1986), Liberty dan 

Zimmerman (1986) tidak menemukan bukti bahwa manajemen 

laba muncul pada saat manajer atau perusahaan sedang 
menghadapi perundingan dengan organisasi buruhnya. Liberty 

dan Zimmerman beranggapan bahwa manajer akan 

menurunkan keuntungan perusahaan selama periode 
perundingan dengan alasan keuntungan akan menjadi sasaran 

organisasi buruh untuk menuntut perbaikan hak. Mereka tidak 

menemukan indikasi bahwa manajer menurunkan keuntungan 

pada saat terjadinya perundingan. 
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Penelitian-penelitian yang lain secara keseluruhan 

membuktikan akan munculnya manajemen laba. Misalnya, 

manajemen laba ditemukan dalam konteks kebijakan tentang 

piutang ragu-ragu atau bad debts (McNichols dan Wilson, 
1988), pada saat perusahaan menghadapi penyelidikan 

pembebasan impor (Jones, 1991), pada saat perusahaan berada 

dalam penyelidikan anti-perserikatan atau antitrust 
investigation (Cahan, 1992), pada saat pergantian pimpinan 

puncak perusahaan atau top executive changes (Pourciau, 

1993), dan pada saat perusahaan merencanakan untuk 
pertama kali menjual sahamnya ke masyarakat atau initial 

public offering (Friedlan, 1994). 

Tidak seperti Friedlan (1994), Aharony, et. Al. (1993) 
dalam upaya untuk menyelidiki kemungkinan munculnya 

manajemen laba pada perusahaan-perusahaan yang melakukan 

initial public offering, tidak menemukan bukti yang kuat bahwa 

pemilik perusahaan menaikkan keuntungan yang dilaporkan. 
Aharony et. Al. (1993) menemukan bukti tambahan yang 

menyebutkan bahwa praktek manajemen laba cenderung 

muncul pada perusahaan yang lebih kecil dan mempunyai 
debt/equity ratio tinggi. 

Selain penelitian-penelitian tersebut di atas, ada juga 

penelitian yang menemukan bukti bahwa manajer melakukan 
praktek manajemen laba sebagai upaya untuk menghindari 

penurunan laba dan juga menghindari kerugian (Burgstahler 

dan Dichev, 1997). Praktek manajemen laba juga terbukti 

ditemukan pada situasi dimana perusahaan melakukan 
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penawaran terbatas atau right issue (Rangan, 1998). Dengan 

menggunakan pendekatan discretionary accruals, Rangan 

(1998) menemukan bukti bahwa discretionary accruals secara 

signifikan muncul pada kuartal dimana penawaran terbatas 
dilakukan dan di kuartal berikutnya. Bukti yang tidak jauh 

berbeda dengan temuan Rangan (1998) ditunjukkan dalam 

penelitian Teoh, Welch, dan Wong (1998). 
Berdasarkan pada bukti-bukti di atas jelas sekali bahwa 

praktek manajemen laba tidak selamanya muncul. Dengan kata 

lain manajemen laba muncul di satu aktivitas ekonomi tertentu, 
tetapi tidak di aktivitas yang lain. Hal ini mungkin sejalan 

dengan pendapat Schipper (1989) bahwa kejadian-kejadian 

atau peristiwa-peristiwa tertentu bisa mempengaruhi 
keputusan manajer untuk mengatur atau mengelola, entah itu 

dengan menaikkan ataupun menurunkan, keuntungan yang 

dilaporkan. Kiranya jelas bahwa manajer merekayasa 

keuntungan karena adanya motivasi-motivasi tertentu, yang 
tidak hanya melulu didorong oleh manfaat pribadi tetapi bisa 

juga untuk keperluan perusahaan. 

Terlepas dari terbukti atau tidaknya praktik earnings 
management oleh manajer, dampak yang ditimbulkan sungguh 

signifikan. Tindakan earnings management telah memunculkan 

dalam beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang secara 
luas diketahui, antara lain Enron, Merck, WorldCom dan 

mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett, dkk. 

2006). Dalam kasus Enron misalnya, satu dampak yang sangat 

jelas yaitu kerugian yang ditanggung para investor dari 
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ambruknya nilai saham yang sangat dramatis dari harga per 

saham US$ 30 menjadi hanya US$ 10 dalam waktu dua minggu. 
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BAB VII 

GOOD CORPORATE GOVERNANCE  

UNTUK PENINGKATAN KUALITAS  

LAPORAN KEUANGAN 

 

 

 
7.1. Prinsip Good Corporate Governance dan Kualitas Laporan 

Keuangan 

Earning management merupakan fenomena yang sukar 
dihindari karena fenomena ini hanya dampak dari penggunaan 

dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Dasar akrual 

disepakati sebagai dasar penyusunan laporan keuangan karena 
dasar akrual memang lebih rasional dan adil dibandingkan 

dasar kas. Sebagai contoh, dengan dasar kas, pembelian aktiva 

tetap secara tunai senilai seratus juta rupiah mesti dibebankan 
sebagai biaya pada periode saat pembelian aktiva tersebut, 

meskipun aktiva tersebut akan bermanfaat bagi perusahaan 

selama 10 tahun. Jika laporan rugi laba disusun dengan dasar 

kas, maka besar kemungkinan dalam periode tersebut 

perusahaan dinyatakan mengalami rugi. Jadi pada dasarnya, 

basis akrual dipilih dengan tujuan untuk menjadikan laporan 

keuangan lebih informatif yaitu laporan keuangan yang benar-
benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Sayangnya, 

akrual yang ditujukan untuk menjadikan laporan yang sesuai 
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fakta ini sedikit dapat digerakkan (tuned) sehingga dapat 

mengubah angka laba yang dihasilkan. 

Dengan melihat beberapa contoh kasus skandal 

pelaporan akuntansi akibat adanya praktik earnings 
management  yang terjadi pada perusahaan raksasa dunia, 

sangat relevan bila ditarik suatu benang merah dari kacamata 

corporate governance. Corporate governanace merupakan 
salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efesiensi 

ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara 

manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham 
dan stakeholders lainnya (OECD,2004). Corporate governance 

juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan 

sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana 
untuk menentukan teknik monitoring kinerja. Watts (2003), 

menyatakan bahwa salah satu cara yang di gunakan untuk 

memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku 

opportunistic manajemen adalah corporate governance. 
Corporate governance merupakan isu yang sedang hangat 

dibicarakan sebagai suatu alat yang bisa memecahkan masalah 

dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban perusahaan 
modern. Corporate governance adalah serangkaian mekanisme 

yang digunakan untuk membatasi timbulnya masalah 

keagenan.  
Good Corporate Governance secara definitif merupakan 

sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk 

menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua 

pemegang saham. Corporate governance diperlukan untuk 
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mengendalikan perilaku pengelola perusahaan agar bertindak 

tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga 

menguntungkan pemilik perusahaan, atau dengan kata lain 

untuk menyamakan kepentingan antara pemilik perusahaan 
dengan pengelola perusahaan. Kepentingan utama pemilik 

dana adalah return yang memadai atas dana yang ditanamkan. 

Pengelola akan mengutamakan kepentingan pemilik apabila 
aktivitas yang dilakukan dan keputusan yang diambil ditujukan 

untuk meningkatkan nilai perusahaan, hal ini berarti juga akan 

meningkatkan kekayaan pemilik.  
Ada beberapa prinsip good corporate governance yang 

perlu diperhatikan untuk terselenggaranya good corporate 

governance yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan 
keuangan perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, 

kesetaraan dan kewajaran. 

Asas transparansi dalam good corporate governance bisa 
diartikan sebagai keterbukaan informasi. Prinsip transparansi 

berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan 

perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung 
dengan kualitas penyajian informasi yang disampaikan 

perusahaan. 

Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan 
harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat 

waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula 

dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi 
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lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja 

perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, pihak 

eksternal perusahaan harus dapat mengakses informasi penting 

perusahaan secara mudah pada saat diperlukan. 
Dengan penerapan prinsip ini, stakeholder dapat 

mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan 

transaksi dengan perusahaan. Kemudian, karena adanya 
informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, 

tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, maka 

dimungkinkan terjadinya efisiensi pasar. Selanjutnya, jika 
prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan 

dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan (conflict of 

interest) berbagai pihak dalam manajemen. 
Prinsip akuntabilitas merupakan asas good corporate 

governance yang mengharuskan adanya kejelasan fungsi, 

struktur, sistem dan pertangungjawaban organ perusahaan 

sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 
Adanya kejelasan tugas serta fungsi organ perusahaan akan 

menciptakan suatu mekanisme pengecekan dan perimbangan 

dalam mengelola perusahaan. 
Kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen dan 

Komite Audit merupakan salah implementasi prinsip ini. 

Tepatnya, berupaya memberdayakan fungsi pengawasan 
Dewan Komisaris. Beberapa bentuk implementasi lain dari 

prinsip accountability antara lain: 

• Praktek Audit Internal yang Efektif, serta  
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• Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan 

tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan 

dan Statement of Corporate Intent (Target 

Pencapaian Perusahaan di masa depan) 

Prinsip akuntabilitas yang diwujudkan melalui 
pengawasan yang efektif oleh komite audit adalah sebagai 

upaya melindungi kepentingan pemegang saham ataupun 

pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan melakukan 
tinjauan atas reliabilitas dan integritas informasi dalam laporan 

keuangan dan laporan operasional lain beserta kriteria untuk 

mengukur, melakukan klasifikasi dan penyajian dari laporan 
tersebut (Arifin, 2005). 

 Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi 

mengatasi agency problem yang timbul antara pemegang 

saham (prinsipal) dan manajemen (agen). Bila prinsip 
accountability ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan 

fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara 

pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi. Dengan 

adanya kejelasan inilah maka perusahaan akan terhindar dari 

kondisi agency problem (benturan kepentingan peran). 

Selanjutnya, asas responsibilitas mengandung makna 

bahwa adanya pertanggungjawaban perusahaan. Prinsip ini 

berhubungan dengan tanggungjawab perusahaan sebagai 

anggota masyarakat yaitu dengan cara mengakomodasi 
kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan 

seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan sebagainya 

(Arifin, 2005).  
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Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian 

(patuh) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip 

korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang 

berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan 
dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan 

lingkungan hidup, kesehatan/ keselamatan kerja, standar 

penggajian, dan persaingan yang sehat. 
Kemudian, prinsip independensi mengandung makna 

bahwa pengelolaan perusahaan haruslah independen dan tidak 

dapat diintervensi oleh pihak lain. Penerapan asas 
independensi berarti perusahaan harus menghindari terjadinya 

dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh 

kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan 
(conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, 

sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara 

obyektif.  

Dengan adanya independensi berarti bahwa laporan 
keuangan yang dihasilkan perusahaan merupakan informasi 

yang akurat dan bebas dari kepentingan manapun. Sehingga 

manajemen tidak akan dengan seenaknya melakukan praktik 
earnings manajemen untuk memuaskan kepentingan mereka 

sendiri. Dengan demikian informasi akuntansi dalam laporan 

keuangan perusahaan dapat bermanfaat bagi pengambilan 
keputusan para pemakainya. 

Prinsip good corporate governance yang terakhir, yakni 

kesetaraan dan kewajaran, bisa didefinisikan sebagai perlakuan 

yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder 
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yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan 

perundangan yang berlaku. Fairness juga mencakup adanya 

kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan 

peraturan untuk melindungi hak-hak investor - khususnya 
pemegang saham minoritas - dari berbagai bentuk kecurangan.  

Bentuk kecurangan ini bisa berupa insider trading 

(transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), fraud 
(penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), KKN, 

atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti 

pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan 
saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan 

perusahaan lain. 

Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan 
dikelola secara baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul 

perlindungan kepentingan pemegang saham secara fair (jujur 

dan adil). Fairness juga diharapkan memberi perlindungan 

kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang 
merugikan seperti disebutkan di atas. Pendek kata, fairness 

menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang 

adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. 
Dalam kaitannya dengan laporan keuangan, prinsip 

fairness ini berarti laporan keuangan tersebut tidak 

mengandung salah saji material, disajikan secara wajar sesuai 
dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia (dalam 

hal ini adalah Standar Akuntansi Keuangan). Adanya kewajaran 

laporan keuangan dapat mempengaruhi investor untuk 

membeli atau menarik sahamya pada sebuah perusahaan. 
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Jelaslah bahwa kegunaan informasi akuntansi dalam laporan 

keuangan akan dipengaruhi oleh adanya kewajaran penyajian. 

Kewajaran penyajian dapat dipenuhi jika data yang ada 

didukung oleh adanya bukti-bukti yang syah dan benar serta 
penyajiannya tidak ditujukan hanya untuk sekelompok orang-

orang tertentu (Arifin, 2005).  

Lebih jauh lagi, prinsip fairness dalam pelaporan 
keuangan berarti bahwa informasi yang dihasilkan dalam 

laporan keuangan tersebut adalah bukan hasil manipulasi 

manajemen. Dengan kata lain, laporan keuangan tersebut 
bebas dari praktik earnings management. Juga, prinsip fairness 

mengandung arti bahwa stakeholders perusahaan berhak 

menerima informasi yang sama dengan yang dimiliki oleh 
manajemen, sehingga tidak ada lagi asimetri informasi antara 

manajemen dan stakeholders. 

Oleh karena itu, dengan penerapan prinsip-prinsip good 

corporate governance ini kualitas laporan keuangan akan 
meningkat menjadi lebih baik lagi, yang tercermin dari 

menurunnya tingkat rekayasa yang dilakukan manajemen. 

Penyajian informasi akuntansi yang berkualitas dan lengkap 
dalam laporan tahunan memberikan manfaat yang optimal bagi 

pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. 

 
7.2. Bukti Empiris Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan 

melalui Penerapan Prinsip Good Corporate Governace 

Chtorou, dkk. (2001) yang dalam penelitiannya yang menguji 

apakah praktik corporate governance mempunyai pengaruh 
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yang positif terhadap kualitas informasi keuangan yang 

dipublikasikan menyimpulkan bahwa penerapan prinsip good 

corporate governance akan menjadi constrain aktivitas earnings 

management. Penelitian tersebut menggunakan discretionary 
accruals sebagai proksi rekayasa yang dilakukan manajemen. 

Dengan mengelompokkan perusahaan-perusahaan kedalam 

dua grup berdasarkan jumlah discretionary accruals, hasil 
penelitian mereka menunjukkan bahwa aktivitas earnings 

management dalam perusahaan memiliki hubungan yang 

signifikan dengan praktik corporate governance dari komite 
audit dan board of directors.  

Selanjutnya, Beasly (1996) dan Zainal, dkk. (2013) yang 

menduga adanya hubungan antara penerapan corporate 
governance dengan berkurangnya kecurangan pada pelaporan 

keuangan, membuktikan meningkatnya kualitas laporan 

keuangan karena penerapan prinsip tersebut secara konsisten. 

Dalam penelitiannya, Beasly (1996) secara khusus menguji 
hubungan antara proporsi outside directors dalam dewan 

komisaris, sebagai proxy praktik good corporate governance, 

dan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Hasil 
penelitiannya menyatakan bahwa presentasi terjadinya 

kecurangan dalam laporan keuangan berbanding terbalik 

dengan kualitas corporate governance yang baik (yang diukur 
lewat proporsi outside directors dalam dewan komisaris), 

dimana dengan semakin besarnya proporsi outside directors, 

terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan semakin kecil. 

Sedangkan Zainal, dkk. (2013) mengukur kekuatan penerapan 
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good corporate governance dengan distribusi kekuasaan antara 

CEO dan dewan komisaris. Mereka secara khusus 

menyimpulkan bahwa dewan komisaris yang secara konsisten 

menjalankan tugas mereka sebagai mekanisme good corporate 
governance akan mengurangi kecenderungan terjadinya 

kecurangan dalam laporan keuangan.  

Selanjutnya, beberapa hasil penelitian lainnya juga 
menyatakan bahwa mekanisme good corporate governance 

berupa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen 

diyakini dapat membatasi prilaku manajemen dalam melakukan 
earnings management, yang pada akhirnya akan meningkatkan 

kualitas laporan keuangan perusaahaan tersebut. Kepemilikan 

institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh 
institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana 

pensiun, dan investment banking (Siregar dan Utama, 2005). 

Sedangkan kepemilikan manajemen adalah saham yang dimiliki 

oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki 
oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya 

(Susiana dan Herawaty, 2005).  

Melalui proses monitoring secara efektif, kepemilikan 
institusional mampu untuk mengendalikan pihak manajemen 

sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba. 

Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat 
mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang 

tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai 

kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005). Good 
corporate governance ditunjukkan dengan hadirnya investor 
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institusional karena tindakan monitoring dari investor 

institusional dapat menyebabkan penggunaan utang menurun. 

Tindakan monitoring oleh pihak investor institusional dapat 

mengurangi perilaku opportunistic atau mementingkan diri 
sendiri yang dilakukan oleh manajer sehingga manajer dapat 

lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan. 

Boediono (2005) mengemukakan, persentase saham tertentu 
yang dimiliki institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan 

laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat 

akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. Penelitian 
yang dilakukan Jamaan (2008) menyimpulkan bahwa terdapat 

hubungan signifikan antara kepemilikan institusional dengan 

integritas laporan keuangan.  
Kepemilikan saham oleh perusahaan merupakan 

mekanisme yang dapat digunakan agar pengelola melakukan 

aktivitas sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan 
saham manajerial dapat membantu menyatukan kepentingan 

antara manajer dan pemegang saham, yang berarti semakin 

meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka 
semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Adanya kepemilikan 

manajerial dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya 

dalam mengurangi masalah keagenan dengan manajer dan 
menyelaraskan kepentingan antara manajer dengan pemegang 

saham. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada 

perusahaan, maka manajemen cenderung giat untuk 

kepentingan pemegang saham yang tidak lain dirinya sendiri 
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(Ross, 1999). Kepemilikan perusahaan juga terkait dengan 

pengendalian operasional perusahaan. Dengan semakin 

besarnya kepemilikan manajer, maka manajer dapat lebih 

leluasa dalam mengatur pemilihan metode akuntansi, serta 
kebijakan-kebijakan akuntansi penting terkait dengan masa 

depan perusahaan. Untuk memperbaiki corporate governance 

adalah dengan meyakinkan bahwa perusahaan memiliki satu 
atau lebih pemegang saham besar. Penelitian yang dilakukan 

oleh Susiana dan Herawaty (2007) dan Jamaan (2008) 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara 
kepemilikan manajerial dengan integritas laporan keuangan. 

Sejak terjadinya skandal akuntansi yang dilakukan oleh 

beberapa perusahaan besar di dunia, seperti Enron dan 
WorldCom, peran komite audit dalam menjamin kualitas 

laporan keuangan sangatlah penting. Peran komite audit dalam 

penerapan good corporate gornance adalah lewat pengawasan 

manajemen dan auditor independen dalam proses pelaporan 
keuangan, untuk memastikan bahwa laporan keuangan 

perusahaan disajikan secara wajar suai denganprinsip akuntansi 

yang berlaku umum. Keberadaan komite audit merupakan 
perangkat yang penting dalam penerapan good corporate 

governance dan independensi komite audit merupakan salah 

satu ukuran penerapan prinsip good corporate governance 
selain kompetensi dan aktivitas komite audit.   

Rajgopal, dkk. (1999) menyatakan bahwa keberadaan 

komite audit dan komisaris independen dapat mencegah 

praktik manajemen laba, karena keberadaan komite audit dan 
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komisaris independen bertujuan untuk mengawasi jalannya 

aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggung jawab 

komite audit adalah memonitor dan mengawasi audit laporan 
keuangan dan memastikan agar standar dan kebijaksanaan 

keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan 

keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan 
kebijksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan 

informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta 

menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan 
auditor eksternal (KNGCG, 2006).  

Komite audit dalam perusahaan dapat menjadi salah 

satu upaya dalam mengurangi kecurangan dalam penyajian 
laporan keuangan sehingga komite audit diharapkan dapat 

meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen 

yang memungkinkan untuk melakukan manipulasi terhadap 

laporan keuangan yang mempengaruhi integritas laporan 
keuangan (Oktadella dan Zulaikha, 2011). Dengan demikian, 

sangatlah penting bagi perusahaan untuk memfokuskan pada 

atribut-atribut dari komite audit yang dapat meningkatkan 
efektivitas komite audit itu sendiri (Ayemere dan Elijah, 2015)   

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herawaty 

(2008) menetapkan corporate governance sebagai variabel 
moderasi dari pengaruh manajemen laba terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa corporate 

governance sebagai variabel pemoderasi dapat 

meminimumkan manajemen laba dengan pemantuan dari 
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komisaris independen, kualitas audit dan kepemilikan 

institusional. Penelitian Purwandari (2011) menyatakan bahwa 

good corporate governance dengan proksi variabel komite 

audit, kepemilikan instusional, dan profitabilitas memiliki 
pengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan manajemen 

laba. Dari hasil penelitian ini disimpulkan variabel komite audit, 

kepemilikan institusional dan profitabilitas dapat mengurangi 
tindakan manajemen laba. 

Carcello dan Neal (2000) kemudian menguji proporsi 

independensi komite audit, salah satu organ yang disyaratkan 
dalam penerapan prinsip good corporate governance. Dalam 

penelitian ini, mereka menyimpulkan bahwa adanya hubungan 

positif antara komite audit dengan berkurangnya tekanan 
manajemen terhadap komite tersebut pada saat menyusun 

laporan keuangan. Hasil penelitian mereka juga menyatakan 

bahwa lebih banyak anggota komite audit yang independen 

masih sangat dibutuhkan. Selanjutnya, independensi komite 
audit diketahui mempunyai hubungan positif dengan level 

rekayasa keuangan yang dilakukan manajemen (Klein, 2002; 

Westphal dan Zajac, 1997). Sejalan dengan kesimpulan 
tersebut, Dezoort dan Salterio (2001) juga menyimpulkan 

bahwa komite audit akan mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap rekayasa yang dilakukan manajemen. Penelitian oleh 
Widianingsih (2014) juga menyatakan bahwa jumlah dewan 

komisaris, komisaris independen dan kepemimpinan komisaris 

independen memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba 
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Selain independensi, frekuensi pertemuan dan 

kompetensi komite audit juga seringkali dipakai untuk 

mengukur penerapan good corporate governance yang 

dihubungkan dengan kualitas laporan keuangan perusahaan. 
Abbot, dkk. (2004) menemukan bukti bahwa komite audit yang 

melakukan pertemuan kurang dari jumlah minimum memiliki 

kemungkinan lebih besar untuk menyajikan kembali labanya 
(earnings restatement).  

Selain itu, dalam hasil penelitian mereka ditemukan juga 

bahwa kecurangan dan penyajian kembali laba semakin banyak 
terjadi ketika anggota komite audit tidak memiliki kompetensi 

di bidang keuangan. Dengan menguji kompetensi anggota 

komite audit, McMullen dan Randghun (1996) menyimpulkan 
adanya hubungan positif antara kompetensi tersebut dengan 

menurunnya kemungkinan dilakukannya earnings 

management. Atau dengan kata lain, semakin kompeten 

komite audit akan semakin mengurangi kemungkinan praktik 
rekayasa keuangan yang dilakukan manajemen.  

Selain itu, Alzoubi dan Selamat (2012) mengasumsikan 

bahwa ukuran komite audit dengan anggota lebih banyak, 
independen, memiliki financial expertise, dan yang lebih aktif 

bertemu berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Sejalan dengan penelitian penelitian sebelumnya, Badolato, 
dkk. (2014) juga menyimpulkan bahwa terdapat hubungan 

antara audit komite yang memiliki financial expertise dan 

sekaligus status yang baik (high relative status) dengan tingkat 
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manajemen laba yang rendah, yang diukur dengan accounting 

irregularities dan abnormal accruals.  

Peneliatian oleh Qi dan Tian (2011) memfokuskan pada 

karakteristik komite audit dan manajemen laba. Hasil penelitian 
mereka menyimpulkan bahwa beberapa karakteristik komite 

audit seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan 

pengalaman kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap 
tindakan manajemen laba. Kemudian Qi dan Tian (2012) 

melakukan uji robustness dengan menggunakan besaran 

komite audit, independensi komite audit, dan frekuensi 
pertemuan dari komite audit. Hasil penelitian ditemukan 

bahwa ukuran, independensi, dan frekuensi rapat komite audit 

mempengaruhi tindakan manajemen laba yang dapat 
berdampak terhadap kualitas dari laporan keuangan 

perusahaan.   

Selain komite audit, dewan komisaris (board of 

directors), secara general, juga merupakan pihak yang 
mempunyai peranan penting dalam menyediakan laporan 

keuangan yang reliable. Sehingga secara teoritis keberadaan 

dewan ini akan mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan dan dipakai sebagai ukuran tingkat rekayasa yang 

dilakukan manajemen (Chourou, dkk. 2001).  

Sejalan dengan hal tersebut Beasly (1996) dan Abbots, 
dkk. (2000) menguji apakah besarnya dewan komisaris (board 

size) mempunyai hubungan yang positif dengan kemungkinan 

kecurangan dalam pelaporan keuangan. Penelitian tersebut 

tidak menemukan hubungan antara kedua hal tersebut, karena 
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semakin besar dewan direktur semakin tidak efisien dan 

semakin lemah kontrolnya terhadap manajemen. Lebih lanjut 

dewan komisaris yang independensi secara umum mempunyai 

pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga 
mengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan 

laporan keuangan yang dilakukan manajemen (Chtourou, dkk. 

2001).  
Beasly (1996) juga menemukan hubungan negatif antara 

besarnya non-executive members dengan tingkat kecurangan 

tersebut. Sehingga secara singkat dapat dikatakan ada 
hubungan negatif antara proporsi independensi dewan 

komisaris dengan level manipulasi yang dilakukan manajemen. 

Demikian juga kompetensi dewan komisaris yang mempunyai 
hubungan negatif dengan level manipulasi tersebut. Atau 

dengan kata lain, semakin kompeten dewan komisaris, semakin 

mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan 

keuangan. Dengan berkurangnya kemungkinan kecurangan 
dalam pelaporan keuangan, maka secara otomatis kualitas 

laporan keuangan akan meningkat. 

Dari studi empiris mengenai relevansi antara kualitas 
laporan keuangan dan good corporate governance, dapatlah 

disimpulkan bahwa prinsip-prinsip good corporate governance 

penting karena penerapan prinsip tersebut secara konsisten 
terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dabor 

dan Ibadin (2013) menegaskan bahwa corporate governance 

adalah faktor kunci yang menentukan manajemen apakah akan 

melakukan tidakan earnings management atau tidak. Prinsip 
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good corporate governance yang diterapkan dengan konsisten 

dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang 

mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai 

fundamental perusahaan, dengan minimalisasi rekayasa kinerja 
laporan keuangan, maka kualitas laporan keuangan akan 

meningkat.  

Prinsip good corporate governance akan memastikan 
bahwa pelaporan keuangan sudah dilakukan sesuai dengan 

prinsip yang berlaku secara umum. Penerapan prinsip good 

corporate governance secara kredible diharapkan akan 
mengurangi praktik manajemen laba karena penerapan prinsip 

– prinsip ini merupakan media pengawasan manajemen yang 

efektif dalam proses pelaporan keuangan (Patrick, dkk. 2015).  
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BAB VIII 

P E N U T U P 

 

 
 

Laporan keuangan pada dasarnya bertujuan untuk 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 
kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan 

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Untuk itulah harus dipahami 
bahwa laporan keuangan perusahaan lebih dari sekedar angka 

karena mengandung informasi yang berguna bagi para 

penggunanya. 
Akan tetapi, kemampuan laporan keuangan untuk 

memberikan informasi yang berguna bagi pemakainya tidak 

terlepas dari permalasahan karakteristik kualitatif dari laporan 

keuangan itu sendiri, yaitu reliabitas dan relevansi.  Informasi 
akuntansi dikatakan relevan jika mempunyai nilai prediktif dan 

nilai umpan balik. Selanjutnya, informasi akuntansi dapat 

dikatakan andal (reliable) jika memenuhi tiga karakteristik 
utama, yaitu jujur dalam penyajian, dapat diuji, dan netral.  

Oleh karena itu, informasi laporan keuangan yang 

berkualitas yang memberikan manfaat bagi para pemakainya 

adalah informasi akuntansi yang reliable sekaligus relevan. 

Namun, simpulan dari diskusi Reserve Recognition Accounting 

(RRA) menyatakan bahwa tidak mungkin menyiapkan laporan 
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keuangan dengan tingkat reliabilitas dan relevansi secara 

penuh karena konsekuensinya akan terjadi trade-offs antara 

reliabilitas dengan revelansi. 

Laporan keuangan yang biasanya disiapkan oleh 
perusahaan pada umumnya merupakan pengaplikasian dari 

historical cost accounting dan bukan berdasarkan present value 

accounting. Sehingga laporan keuangan yang disusun oleh 
perusahaan tersebut kurang relevan. Oleh karena itu, perlu 

adanya pendekatan lain untuk mengatasi masalah tersebut, 

yaitu bagaimana laporan keungan lebih berguna bagi para 
penggunanya, dalam hal ini investor sebagai pemakai informasi 

laporan keuangan untuk pengambilan keputusan investasi. 

Pendekatan decision usefulness digunakan agar supaya 
penyediaan informasi akuntansi lebih bermanfaat bagi investor. 

Atau dengan kata lain, bagaimana informasi akuntansi dapat 

bermanfaat dalam pengambilan keputusan investasi investor 

(mengingat adanya trade-off antara relevansi dan reliabilitas 
dalam informasi laporan keuangan).  

Dua teori keuangan, yakni single person decision theory 

dan theory of investment, digunakan dalam menjelaskan 
perilaku investor dalam menggunakan informasi akuntansi 

berdasarkan pendekatan decision usefulness. Kedua teori ini 

akan membantu penyediaan informasi akuntansi untuk 
pengambilan keputusan, karena penyiapan informasi laporan 

keuangan yang sesuai tidaklah mudah. 

Single person decision theory merupakan teori yang 

menjelaskan bagaimana seseorang (investor) mengambil 
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keputusan yang rasional dalam kondisi ketidakpastian. 

Sedangkan, theory of investment akan membantu pemahaman 

karakteristik investor yang berhubungan dengan risiko yang 

menjadi faktor penting bagi investor dalam mengambil 
keputusan dengan menggunakan informasi akuntansi. 

Kualitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan 

juga dipengaruhi oleh adanya asimetri informasi. Asimetri 
informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang terjadi 

karena ada pihak yang dapat memperoleh dan memanfaatkan 

informasi untuk kepentingannya sedangkan pihak lain tidak 
dapat memperoleh informasi yang sama. Ketidakseimbangan 

informasi ini mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Terdapat dua jenis asimetri 
informasi, yaitu adverse selection dan moral hazard. Adverse 

selection terjadi pada saat ada pihak yang terkait dengan 

transaksi perusahaan yang memiliki manfaat informasi 

sedangkan pihak lain tidak memiliki manfaat informasi yang 
sama. Sedangkan moral hazard adalah asimetri informasi di 

mana ada pihak yang terkait dengan transaksi perusahaan yang 

dapat  mengamati secara langsung berjalannya transaksi 
tersebut, sedangkan pihak lain tidak dapat melakukan yang 

sama. 

Asimetri informasi antara manajemen dan pemakai 
laporan keuangan memberi kesempatan dan mendorong 

terjadinya praktik earnings management. Earnings 

management merupakan tindakan yang dilakukan oleh 

manajemen untuk merubah laporan keuangan dengan maksud 
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memanipulasi kinerja laporan keuangan yang sebenarnya 

ataupun untuk mempengaruhi outcome kontraktual yang 

bergantung pada angka-angka akuntansi dalam laporan 

keuangan.  
Timbulnya earnings management ini dijelaskan dengan 2 teori, 

yaitu teori akuntansi positif dan teori keagenan. Teori akuntansi 

positif menjelaskan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi 
manajemen dalam memilih metode akuntansi yang optimal 

dengan tujuan tertentu.  Adanya kebebasan untuk memilih 

prosedur yang ada, maka manajer akan melakukan tindakan 
yang dinamakan oleh teori akuntansi positif sebagai tindakan 

oportunis memilih kebijakan akuntansi yang menguntukan 

dirinya atau memaksimumkan kepuasannya. 
Timbulnya earning management atau manajemen laba 

dapat juga dijelaskan dengan teori keagenan. Sebagai agen, 

manajer secara moral bertanggung jawab untuk 

mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan 
sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai 

dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan 

yang berbeda didalam perusahaan, dimana masing-masing 
pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat 

kemakmuran yang dikehendaki. Masalah keagenan muncul 

ketika principal kesulitan untuk memastikan bahwa agent 
bertindak untuk memaksimumkan kesejahteraan principal.  

Menurut teori keagenan, salah satu mekanisme yang 

secara luas digunakan dan diharapkan dapat menyelaraskan 

tujuan principal dan agent ini adalah melalui mekanisme 
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pelaporan keuangan. Namun pada kenyataanya, timbul 

asimetri informasi dari pihak manajemen yang memiliki 

informasi lebih dibandingkan dengan pihak lain sehingga 

informasi dalam laporan keuangan dapat dimanipulasi sesuai 
dengan kepentingan manajemen. Dengan adanya asimetri 

informasi ini, manajemen dimungkinkan untuk melakukan 

earnings management.  
Manajemen termotivasi untuk memperlihatkan kinerja yang 

baik dalam menghasilkan nilai atau keuntungan maksimal bagi 

perusahaan sehingga manajemen cenderung memilih dan 
menerapkan metode akuntansi yang dapat memberikan 

informasi laba lebih baik. Dalam praktik earnings management, 

manajer cenderung melakukannya lewat pengendalian 
transaksi akrual, yaitu transaksi yang tidak mempengaruhi 

aliran kas (Friedlan, 1994). 

Dengan adanya praktik earnings management, kualitas 

laporan keuangan menjadi tidak baik, sehingga informasi 
akuntansi yang ada dalam laporan keuangan ini tidak bisa 

menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemakai laporan 

keuangan. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan kualitas 
pelaporan keuangan, earnings management harus dihilangkan.  

Salah satu cara yang digunakan mengatasi dan 

membatasi perilaku opportunistic management dalam praktik 
earnings management adalah corporate governance. Corporate 

governance diperlukan untuk mengendalikan perilaku 

pengelola perusahaan agar bertindak tidak hanya 

menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga menguntungkan 
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pemilik perusahaan, atau dengan kata lain untuk menyamakan 

kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengelola 

perusahaan. 

Secara empiris terbukti bahwa penerapan prinsip good 
corporate governance  dapat meningkatkan kualitas laporan 

keuangan dan menjadi constrain bagi aktivitas earnings 

management yang dilakukan manajemen perusahaan. Good 
corporate governance merupakan hal yang harus dijalankan 

oleh perusahaan. Core, dkk. (1999) menjelaskan perusahaan 

menghadapi masalah keagenan yang lebih tinggi saat struktur 
corporate governance lemah. Adanya divergence of interest 

antara principal dan agent mencerminkan weak governance 

yang merupakan bagian dari agency cost (Putri, 2012). 
Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang 

terdiri atas transparansi (transparency), akuntabilitas 

(accountability), responsibilitas (responsibility), independensi 

(independency) serta kewajaran dan kesetaraan (fairness) 
mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan 

keuangan yang tercermin dari menurunnya tingkat rekayasa 

yang dilakukan manajemen. 
Pada akhirnya, penerapan good corporate governance 

harus mampu dilakukan secara berkelanjutan. Corporate 

governance bukan hanya tentang pengelolaan perusahaan saja, 
ruang lingkupnya lebih luas meliputi keadilan serta administrasi 

yang transparan dan efisien untuk memenuhi tujuan tertentu 

yang telah ditetapkan. (Bairathi, 2009). Prinsip-prinsip good 
corporate governance meliputi transparansi (transparency), 
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akuntabilitas (accountability), responsibilitas (responsibility), 

independensi (independency) serta kewajaran dan kesetaraan 

(fairness) berhasil menciptakan pengawasan yang lebih efektif 

untuk mencegah manajemen melakukan tindakan yang dapat 
merugikan pemegang saham, terlebih dalam kaitannya dengan 

memanipulasi laporan keuangan. Perusahaan yang 

menjalankan tata kelola yang baik akan menambah 
kepercayaan bagi para pemegang saham. Pemegang saham 

sebagai pemilik dapat merasa yakin bahwa sumber daya 

perusahaan telah digunakan dengan tepat dan efisien. 
Good corporate governance dianggap memiliki 

kemampuan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang 

memiliki kandungan informasi laba sehingga meningkatkan 
kinerja laporan keuangan. Karena laporan keuangan 

perusahaan merupakan cerminan yang menggambarkan 

kondisi perusahaan, maka peningkatan kualitas laporan 

keuangan bermakna bahwa terjadi perbaikan kinerja pada 
perusahaan secara holistik. Dengan demikian, laporan 

keuangan yang dihasilkan perusahaan benar-benar memberi 

manfaat bagi pemakai laporan tersebut. 
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Good Corporate Governance untuk meningkatkan kualitas 
laporan keuangan menyajikan tinjauan teoritis dan empiris atas 
penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dalam 
menghasilkan laporan keuangan yang memiliki informasi 
akuntansi yang reliable sekaligus relevan dan bebas dari 
tindakan oportunistik manajemen yang dikenal dengan 
earnings management. Penerapan kelima prinsip good 
corporate governance, yang meliputi transparansi, 
akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran 
dan kesetaraan merupakan kunci utama untuk menghasilkan 
laporan keuangan yang berkualitas yang benar-benar memberi 
manfaat bagi pengguna laporan tersebut.  
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